


KATA PENGANTAR 

 

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan 

Yang Maha Kuasa, karena hanya atas rahmat dan Karunianya, kami 

dapat menyelesaikan penyusunan laporan Kinerja Instansi Pemerintah 

(KLjIP) Bappeda Kabupate Temanggung Tahun 2022. KLjIP Bappeda 

merupakan bentuk komitmen nyata Bappeda Kabupaten Temanggung 

dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diamanatkan dalam PP Nomor 8 Tahun 

2006 tentang laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang 

diatur kemudian dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 

tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan dan secara 

teknis diatur dalam Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi 

Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, 

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi 

Pemerintah. 

LKjIP adalah wujud pertanggungjawaban Kepala Bappeda 

Kabupaten kepada masyarakat tentang kinerja lembaga Bappeda 

Kabupaten Temanggung selama satu tahun anggaran. Kinerja Bappeda 

Kabupaten Temanggung telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan 

dijabarkan dalam bentuk LKjIP Bappeda Kabupaten Temanggung. 

Adapun tujuan penyusunan LKjIP Bappeda adalah untuk 

menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) Bappeda dalam 

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi, serta mengukur 

keberhasilan capaian saat ini yang digunakan untuk percepatan dalam 

meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun 

yang akan datang. Melalui penyusunan LKjIP juga dapat memberikan 

gambaran penerapan prinsip-prinsip good goverment, yaitu dam rangka 

terwujudnya transparasi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah. 

Pengukuran Kinerja diukur berdasarkan target dan realisasi Indikator 

Kinerja didalam IKU untuk pencapaian Sasaran Strategis Renstra 

Bappeda. 

 

 



https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k
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1.  
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

A. GAMBARAN UMUM PERANGKAT DAERAH 

1. Latar Belakang 

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 

tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 

serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 

tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja  dan 

Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah bertujuan 

untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, 

berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab. 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan 

kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung 

jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi 

organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan 

melalui alat pertanggung jawaban secara periodik. Untuk mencapai 

Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Badan Perencanaan 

Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten 

Temanggung (Bappeda) selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut 

selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja 

diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Bappeda 

sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya 

memenuhi aspirasi masyarakat.  

Dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah 

Kabupaten Temanggung, capaian tujuan dan sasaran pembangunan 

yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, 

tetapi mensinergikan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai 

pada lingkup pemerintahan Kabupaten, Propinsi dan Nasional. 

Berdasarkan Peraturan BPKP Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 

2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi pada 
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Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/D) serta Penilaian 

Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Lembar Kerja Evaluasi 

yang harus dicukupi, sehingga pada Indikator Kinerja Utama (IKU) 

Perangkat Daerah terdapat indikator baru yang perlu disesuaikan 

dengan peraturan tersebut.  

Sehubungan dengan hal tersebut Bappeda Kabupaten 

Temanggung diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi 

Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Bappeda Kabupaten 

Temanggung Tahun 2022 yang dimaksudkan sebagai perwujudan 

akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari 

pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja 

utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan. 

 

2. Tugas Pokok dan Fungsi 

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan 

Pengembangan Daerah (Bappeda) Kabupaten Temanggung 

merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, bertanggung jawab 

melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang 

perencanaan, penelitian dan pengembangan. Sesuai dengan  

Peraturan Bupati Temanggung Nomor 110 Tahun 2021 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah 

Kabupaten Temanggung serta Peraturan Bupati Temanggung Nomor 

31 Tahun 2022 tentang tugas dan fungsi Badan Perencanaan 

Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten 

Temanggung, disebutkan bahwa Bappeda Kabupaten Temanggung 

mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi 

penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian 

dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah. Dalam 

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bappeda mempunyai 

fungsi :  

a. penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan, penelitian 

dan pengembangan;  
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b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan, 

penelitian dan pengembangan; 

c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas 

dukungan teknis di bidang perencanaan, penelitian dan 

pengembangan;  

d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang 

urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan, penelitian 

dan pengembangan;  

e. pengarahan, pembinaan dan pengoordinasian pelaksanaan 

fungsi kesekretariatan Badan; dan  

f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati, 

sesuai dengan fungsinya. 

Tugas dan Fungsi Bappeda Kabupaten Temanggung dapat 

diuraikan dan dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut: 

1. Kepala Badan 

Mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi 

penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan, dan 

bidang penelitian dan pengembangan. Dalam melaksanakan tugas 

di atas Kepala Badan mempunyai fungsi: 

a. Penyusun kebijakan teknis di bidang perencanaan, penelitian 

dan pengembangan; 

b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan, 

penelitian dan pengembangan; 

c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas 

dukungan teknis di bidang perencanaan, penelitian dan 

pengembangan; 

d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang 

urusan pemerintah daerah di bidang perencanaann penelitian 

dan pengembangan; 

e. Pengarahan, pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan 

fungsi kesekretariatan badan; dan 

f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati, 

sesuai dengan fungsinya. 
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2. Sekretariat 

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi 

pelaksanaan penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas , 

pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada 

seluruh unit organisasi di lingkungan Badan. Dalam 

melaksanakan tugas diatas, Sekretariat mempunyai fungsi: 

a. pengkoordinasian kegiatan di lingkungan Badan; 

b. pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program 

kerja di lingkungan Badan; 

c. penyiapan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi 

yang meliputi bidang ketatausahaan, kepegawaian, hukum, 

keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan 

masyarakat, kearsipan di lingkungan Badan;  

d. penyiapan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi 

dan tata laksana di lingkungan Badan;  

e. penyiapan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern 

pemerintah dan pengelolaan sistem informasi dan 

dokumentasi;   

f. penyiapan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan 

pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Badan;  

g. penyiapan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Badan; dan   

h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan 

sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

Sekretariat merupakan unsur pembantu pimpinan yang berada di 

bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Sekretariat 

di pimpin oleh Sekretaris yang membawahi: 

a. Sub Bagian Keuangan; 

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan 

kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi 

dan pelaporan di Bidang Keuangan. 

Tugas sebagaimana dimaksud meliputi : 

1) menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan 

serta anggaran pada Sub Bagian Keuangan; 



LKJIP BAPPEDA KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2022 5 

 

2) menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang 

keuangan; 

3) menyiapkan bahan dan pengoordinasian pelaksanaan 

kebijakan teknis di bidang keuangan; 

4) menyiapkan bahan pengelolaan keuangan; 

5) menyiapkan bahan pelaksanaan verifikasi dan 

pembukuan; 

6) menyiapkan bahan pengelolaan akuntansi; 

7) menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di 

bidang keuangan; 

8) menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang 

keuangan; dan 

9) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan 

sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

b. Subbagian Umum dan Kepegawaian. 

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan 

kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi 

dan pelaporan dibidang umum dan kepegawaian. 

Tugas sebagaimana dimaksud meliputi : 

1) menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan 

serta anggaran 

2) pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 

3) menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang 

umum dan kepegawaian; 

4) menyiapkan bahan dan pengoordinasian pelaksanaan 

kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian; 

5) menyiapkan bahan pengelolaan ketatausahaan di 

lingkungan Badan; 

6) menyiapkan bahan pengelolaan kepegawaian di 

lingkungan Badan; 

7) menyiapkan bahan pengelolaan rumah tangga dan aset di 

lingkungan Badan; 
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8) menyiapkan bahan kerjasama dan kehumasan di 

lingkungan Badan; 

9) menyiapkan bahan pengelolaan kearsipan dan 

dokumentasi dilingkungan Badan; 

10) menyiapkan bahan pelaksanaan organisasi, hukum dan 

ketatalaksanaan di lingkungan Badan; 

11) menyiapkan bahan penyusunan Standar Operasional 

Prosedur, Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Evaluasi 

Jabatan, Budaya Kerja, Standar Pelayanan, Zona 

Integritas dan pengusulan formasi kebutuhan pegawai 

Badan; 

12) menyiapkan bahan dan pengoordinasian 

pelaksanaan/fasilitasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan 

Reformasi Birokrasi, Survei Kepuasan Masyarakat; 

13) menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang 

umum dan kepegawaian; dan 

14) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan 

sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

c. Sub Koordinator Perencanaan 

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan 

kebijakan,koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi 

dan pelaporan di bidang perencanaan. 

 

3. Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan 

Daerah 

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan 

kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan 

pelaporan bidang penyusunan rencana pembangunan daerah, 

penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan, 

verifikasi dokumen perencanaan, publikasi Informasi hasil 

pembangunan, pengoordinasian data dan evaluasi rencana 

pembangunan daerah. 
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Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana di atas, Bidang 

Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah 

mempunyai fungsi: 

a. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan 

kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang 

Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Jangka Panjang 

Daerah, Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah 

Daerah, Rencana Kerja Pembangunan Daerah;  

b. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan 

kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang 

perencanaan dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah 

serta program pembangunan lainnya;  

c. penyiapan pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, 

evaluasi dan pelaporan di bidang publikasi Informasi hasil 

pembangunan;  

d. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan 

kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang 

perencanaan dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah 

serta program pembangunan lainnya; dan  

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan 

sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan 

Daerah adalah unsur penunjang fungsi perencanaan, evaluasi 

dan informasi pembangunan daerah yang berada di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris. 

Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan 

Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang, yang membawahi : 

a. Sub Koordinator Perencanaan Pembangunan; 

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan 

kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi 

dan pelaporan di bidang perencanaan pembangunan. 

 

 



LKJIP BAPPEDA KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2022 8 

 

b. Sub Koordinator Data, Evaluasi dan Informasi Pembangunan; 

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan 

kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi 

dan pelaporan di bidang data, evalusi dan informasi 

pembangunan. 

 

4. Bidang Perencanaan Ekonomi, Sumber Daya Alam dan 

Infrastruktur 

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan 

kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan 

pelaporan di bidang perencanaan ekonomi, sumber daya alam dan 

infrastruktur. 

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana di atas, Bidang 

Perencanaan Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur 

mempunyai fungsi: 

a. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan 

kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang 

Perencanaan Ekonomi;  

b. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan 

kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang 

Perencanaan Sumber Daya Alam;  

c. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan 

kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang 

Perencanaan Infrastruktur; dan  

d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala 

Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

Bidang Perencanaan Ekonomi, Sumber Daya Alam dan 

Infrastruktur adalah unsur penunjang fungsi di bidang 

perencanaan ekonomi, sumber daya alam dan infrastruktur 

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan 

melalui Sekretaris yang dipimpin oleh Kepala Bidang, yang 

membawahi : 
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a. Sub Koordinator Ekonomi dan Sumber Daya Alam; 

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan 

kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi 

dan pelaporan di bidang ekonomi dan sumber daya alam. 

b. Sub Koordinator Infrastruktur. 

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan 

kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi 

dan pelaporan di bidang infrastruktur. 

 

5. Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia dan Pemerintahan 

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan 

kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan 

pelaporan di bidang perencanaan pembangunan manusia dan 

pemerintahan. Dalam melaksananakan tugas pokok sebagaimana 

di atas, Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia dan 

Pemerintahan mempunyai fungsi: 

a. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan 

kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan 

pembangunan manusia; 

b.  penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan 

kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemerintahan 

dan kesejahteraan rakyat; dan  

c.  pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala 

Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya 

Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia dan Pemerintahan 

merupakan unsur penunjang fungsi di bidang perencanaan 

pembangunan manusia dan pemerintahan berada di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris. 

Bidang perencanaan pembangunan manusia dan pemerintahan 

dipimpin oleh Kepala Bidang, yang membawahi: 
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a.  Sub Koordinator Pembangunan Manusia; 

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan 

kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi 

dan pelaporan di bidang pembangunan manusia. 

b.  Sub Koordinator Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat 

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan 

kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi 

dan pelaporan di bidang pemerintahan dan kesejahteraan 

rakyat. 

 

6. Bidang Penelitian dan Pengembangan  

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan 

kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan 

pelaporan di bidang penelitian dan pengembangan. 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di atas, Bidang 

Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi : 

a. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan 

kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang 

penelitian dan pengembangan di daerah;  

b. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan 

kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang 

fasilitasi inovasi daerah;  

c. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan 

kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang 

penelitian dan pengembangan; dan  

d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala 

Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

Bidang Penelitian dan Pengembangan merupakan unsur 

penunjang fungsi di bidang penelitian dan pengembangan, berada 

di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui 

Sekretaris. Bidang Penelitian dan Pengembangan dipimpin oleh 

Kepala Bidang, yang membawahi: 
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a. Sub Koordinator Penelitian dan Pengkajian; 

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan 

kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi 

dan pelaporan di bidang penelitian dan pengkajian. 

b. Sub Koordinator Pengembangan dan Inovasi. 

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan 

kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan 

pelaporan di bidang pengembangan dan inovasi. 

7. Kelompok Jabatan Fungsional 

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas untuk 

melakukan kegiatan sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-

masing berdasarkan peraturan perundangundangan. 

 

3. Susunan Organisasi 

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 

tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan 

Fungsional, sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung 

mengeluarkan Peraturan Bupati Kabupaten Temanggung Nomor 110 

Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja 

Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung. Sesuai dengan Peraturan 

Bupati tersebut dibentuk Perangkat daerah dengan Susunan sebagai 

berikut: 

a. Kepala Badan 

b. Sekretaris, terdiri atas Sub Bagian dan kelompok jabatan 

fungsional yang di koordinir oleh sub koordinator, yaitu : 

1) Sub Bagian Keuangan; 

2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan 

3) Sub Koordinator Perencanaan. 

c. Kepala Bidang Perencanaan, Evaluasi, dan Informasi 

Pembangunan Daerah, terdiri atas kelompok jabatan fungsional 

yang di koordinir oleh sub koordinator, yaitu: 

1) Sub Koordinator Perencanaan Pembangunan: dan  
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2) Sub Koordinator Data, Evaluasi dan Informasi Pembangunan 

Daerah. 

d. Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi, Sumber Daya Alam dan 

Infrastruktur , terdiri atas kelompok jabatan fungsional yang di 

koordinir oleh sub koordinator, yaitu:  

1) Sub Koordinator Ekonomi dan Sumber Daya Alam: dan  

2) Sub Koordinator Insfrastruktur. 

e. Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia dan 

Pemerintahan , terdiri atas kelompok jabatan fungsional yang di 

koordinir oleh sub koordinator, yaitu:  

1) Sub Koordinator Pembangunan Manusia;dan 

2) Sub Koordinator Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat. 

f. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan, terdiri atas 

kelompok jabatan fungsional yang di koordinir oleh sub 

koordinator, yaitu:  

1) Sub Koordinator Penelitian dan Pengkajian;dan  

2) Sub Koordinator Pengembangan dan Inovasi. 

g. Kelompok Jabatan Fungsional. 

Berdasarkan uraikan di atas dapat digambarkan dalam bagan 

organisasi sebagaimana berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1.  
Struktur Organisasi dan Tata Kerja BAPPEDA Kabupaten Temanggung 
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4. Isu Strategis  

Isu strategis yang dihadapi Bappeda Kabupaten Temanggung 

dalam melaksanakan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut : 

1. Masih kurangya keselarasan perencanaan pembangunan daerah; 

2. Masih rendahnya kualitas data pembangunan; 

3. Belum optimalnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengkajian 

untuk kebutuhan perencanaan pembangunan; 

4. Belum optimalnya pemanfaatan hasil monitoring dan evaluasi 

pembangunan sebagai umpan balik penyusunan rencana 

pembangunan daerah tahun berikutnya; 

5. Belum optimalnya dukungan data/informasi statistik yang 

berkualitas dalam perencanaan dan pengendalian pembangunan 

daerah; dan 

6. Belum optimalnya sinergi antara hasil kelitbangan dengan 

perencanaan pembangunan. 

 

B. DASAR HUKUM, TUJUAN, DAN MANFAAT LKjIP 

1. Dasar Hukum 

Dasar Hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 

(LKjIP) secara umum mendasari: 

a. Peraturan presiden Nomor 29 Tahun  2014 tentang sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 

b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk 

Teknis Perjanjian Kinerja; 

c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi 

Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah; 

d. Peraturan Daerah Kabupten Temanggung Nomor 5 Tahun 2021 

tentang Perubahan Atas  Peraturan Daerah Kabupten 

Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten 

Temangguung Tahun 2018-2923; 
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e. Peraturan Bupati Nomor 100 Tahuun 2021 tentang Perubahan 

atas Peraturan bupati nomor 86 Tahun 2019 tentang indikator 

kinerja utama Pemerintah Kabupaten Temanggung dan Indikator 

Kinerja Utama Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung; 

f. Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2022 tentang Evaluasi 

Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah di lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Temanggung; 

g. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 110 Tahun 2021 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat 

Daerah Kabupaten Temanggung; 

h. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 31 Tahun 2022 Tentang 

Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian 

dan Pengembangan Daerah Kabupaten Temanggung. 

 

2. Tujuan LKjIP 

a. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada Pimpinan 

atas kinerja Bappeda Kabupaten Temanggung yang telah dan 

seharusnya dicapai; 

b. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Bappeda 

Kabupaten Temanggung untuk meningkatkan kinerja di tahun-

tahun yang akan datang. 

 

3. Manfaat LKjIP 

a. Sebagai sarana penilaian terhadap capaian kinerja selama 1 

tahun. 

b. Memberikan kinerja di tahun-tahun yang akan datang. 

 

C. SISTEMATIKA LKjIP 

Sistematika penyajian LKjIP Bappeda Kabupaten Temanggung Tahun 

2022 sebagai berikut : 
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Bab I : Pendahuluan 

  Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan 

penekanan kepada aspek strategis serta permasalahan 

utama (strategic issued) yang sedang dihadapi. 

Bab II : Perencanaan Kinerja 

  Pada Bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja 

tahun yang bersangkutan. 

Bab III : Akuntabilitas Kinerja 

  Pada bab ini disajikan capaian hasil untuk setiap pernyataan 

kinerja sasaran strategis sesuai dnegan hasil pengukuran 

kinerja. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis 

tersebut dilakukan analisis capaian kinerja. Selain itu juga 

diuraikan realisasi anggaran yang digunakan sesuai dengan 

kinerja organisasi dan dokumen Perjanjian Kinerja. 

Bab IV : Penutup 

  Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja 

organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan 

dilakukan oeganisasi untuk meningkatkan kinerjanya. 
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BAB II 
PERENCANAAN KINERJA 

 

A. RENCANA STRATEGIS 

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah BAPPEDA 

Kabupaten Temanggung Tahun 2022 ini secara garis besar berisi 

informasi mengenai rencana kinerja maupun capaian kinerja selama 

Tahun 2022 yang berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada 

publik atas penyelenggaran Pemerintahan. Untuk itu Penyusunan 

Laporan Kinerja Bappeda Kabupaten Temanggung Tahun 2022 mengacu 

pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian 

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja 

Instansi Pemerintah.  

1. Visi Daerah 

Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Temanggung tertuang 

dalam Peraturan Daerah Kabupaten Temanggun Nomor 5 Tahun 2021 

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung 

Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2018-

2023. Visi Kabupaten Temanggung sesuai RPJMD Kabupaten 

Temanggung Tahun 2018-2023 adalah 

“TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM, 

MAREM, GANDEM”. 

Pernyataan visi tersebut mengandung makna sebagai berikut: 

Tentrem : Terwujudnya kehidupan masyarakat yang aman, 

rukun berdampingan secara damai tanpa 

memandang perbedaan suku, agama, ras, 

golongan, dan status sosial, penuh 

kegotongroyongan, saling menghormati antar 

masyarakat, taat kepada hukum dan menjunjung 

tinggi hak asasi manusia. 
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Marem : Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat secara 

lahir dan batin, adil dan merata 

Gandem : Masyarakat memiliki kemampuan berpikir, 

beraktualisasi, inovatif dan kreatif, mandiri, 

berdaya saing sehingga mampu berprestasi baik di 

tingkat regional dan global. 

 

2. Misi Daerah 

Upaya untuk mewujudkan Visi Kabupaten Temanggung Tahun 

2018-2023, dirumuskan 3 (tiga) Misi Pembangunan Kabupaten 

Temanggung sebagai berikut: 

a. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, 

berkarakter, dan berdaya; 

b. Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis 

potensi unggulan daerah dan berkelanjutan; 

c. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan 

publik yang berkualitas. 

Penjelasan Makna Misi: 

Misi Pertama : 

Manusia yang berkualitas adalah manusia yang komprehensif 

dalam berfikir, selalu mengantisipasi tuntutan di masa depan, 

memiliki sikap positif, berperilaku terpuji, dan berwawasan, serta 

memiliki kemampuan, keterampilan, dan keahlian yang sesuai 

dengan kebutuhan diberbagai bidang pembangunan. Manusia 

berkarakter adalah manusia yang memiliki kepribadian dan budi 

pekerti yang luhur, bertanggung jawab serta menjunjung tinggi 

nilai-nilai kehidupan bermasyarakat seperti toleransi dan 

kegotongroyongan. Manusia berdaya adalah manusia yang 

mengerti, termotivasi, tahu berbagai alternatif, memanfaatkan 

peluang, berenergi, mampu bekerjasama, mampu mengambil 

keputusan, berani mengambil resiko, mampu mencari dan 

menangkap informasi, serta mampu bertahan dan bertindak 

sesuai dengan situasi. 
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Misi Kedua,  

Pemberdayaan ekonomi kerakyatan merupakan upaya 

memberdayakan kelompok ekonomi yang mendominasi struktur 

dunia usaha yang dikelola oleh dan untuk kelompok masyarakat. 

Potensi daerah adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh suatu 

daerah baik yang berbentuk fisik atau non fisik yang memiliki 

peluang untuk dikembangkan oleh Pemerintah Daerah. Sektor 

unggulan adalah sektor yang pertumbuhannya cepat dan mampu 

bersaing dengan sektor yang sama pada wilayah regional, dan 

mampu menggerakkan sektor lainnya. Kabupaten Temanggung 

memiliki berbagai potensi unggulan daerah baik di bidang 

pertanian, perkebunan, industri dan pariwisata. Penguatan 

ekonomi yang berbasis potensi unggulan dengan berpihak kepada 

rakyat kecil diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat, sehingga akan memutus rantai kemiskinan melalui 

peningkatan ekonomi masyarakat. Pembangunan ekonomi 

kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah didukung 

dengan pengembangan infrastruktur daerah yang memperhatikan 

rencana tata ruang, dan berwawasan lingkungan. 

 

Misi Ketiga,  

Tata kelola pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang 

bersih, berwibawa, bisa bergerak secara sinergis, responsif, 

inovatif dan mendapat dukungan dari rakyat. Tata kelola 

pemerintahan yang baik (good governance) diperlukan dalam 

menyelenggarakan fungsi Pemerintah sebagai penyelenggara 

pelayanan publik (public service), pelaksana pembangunan 

(development), dan pemberdayaan masyarakat (empowering). 

Pelayanan publik yang berkualitas adalah pelayanan publik yang 

mengacu pada kepuasan masyarakat dan merupakan gambaran 

dari terwujudnya good governance. Terdapat empat komponen 

utama di dalam pelayanan publik agar menjadi berkualitas 

(service excellence), yaitu: 1) Kecepatan, 2) Ketepatan, 3) 
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Keramahan, dan 4) Kenyamanan. Keempat komponen tersebut 

merupakan satu kesatuan yang terintegrasi, sehingga bila ada 

komponen yang kurang maka pelayanan menjadi kurang 

berkualitas. Kualitas jasa atau layanan yang baik akan dapat 

memberikan kepuasan kepada masyarakat, yang pada akhirnya 

akan menciptakan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. 

 

3. Tujuan dan Sasaran, Kebijakan dan Program Perangkat Daerah 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 

Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah  Kabupaten 

Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023, 

bahwa pelaksanaan Misi perlu disusun kebijakan dan strategi. 

Kebijakan dan Strategi merupakan langkah dan tindakan yang akan 

dilakukan dalam rangka mendukung pelaksanaan Misi yang telah 

ditetapkan. Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, 

Kebijakan, dan Program Bappeda Kabupaten Temanggung, 

sebagaimana tabel 2.1 : 
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Tabel  2.1.  
Tujuan, Sasaran, Strategi , Kebijakan dan Program Bappeda Tahun 2022 

 

VISI     :  “ TERWUJUDNYA MASYARAKAT  TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM” 

MISI 3 :   Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas 

TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN PROGRAM 

Terwujudnya tata kelola 
pemerintahan yang baik 
dan pelayanan publik 
yang berkualitas 

1. Meningkatnya kualitas 

manajemen pemerintahan 

 

 Peningkatan kapasitas, 
,manajemen dan kinerja 

pemerintah daerah dan 

memanfaatkan kemajuan 

teknologi informasi 

 Reformasi Birokrasi 
(Good Governance) 

 Program Perencanaan, 
Pengendalian dan Evaluasi 

Pembangunan Daerah 

 

 Program Koordinasi dan 
Sinkronisasi Perencanaan 
Pembangunan Daerah 

 

 Program Penelitian dan 
Pengembangan 

2. Meningkatnya 

Perencanaan,Pengendalian 

dan Evaluasi 
Pembangunan Daerah 

 

 Optimalisasi koordinasi 
antar perangkat daerah, 

dengan pemerintah, 

pemerintah provinsi, 
pemerintah desa dan DPRD 

 Meningkatkan peran 
dan sinergitas 

pemangku kepentingan 

3. Meningkatnya Koordinasi 

dan Sinkronisasi 
Perencanaan 

Pembangunan Daerah 

 

 Peningkatan Kualitas data 
agar sesuai dengan 

kebutuhan perencanaan           

 Penyediaan dan 
pengolahan data secra 

berkala dan 
berkesinambungan 

 Pengendalian dan 
evaluasi terhadap 

validitas dan realibilitas 

data serta pelaporan 

4. Meningkatnya penelitian 

dan pengembangan 
 Peningkatan koordinasi dan 

inisiasi dalam upaya 

mengoptimalkan hasil 

penelitian untuk kebutuhan 

perencanaan pembangunan 

 Meningkatkan 
sosialisasi dan 

desiminasi informasi 

hasil-hasil penelitian 

dan pengkajian 



LKJIP BAPPEDA KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2022 22 

 

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BAPPEDA  

Indikator Kinerja Utama (IKU) BAPPEDA Kabupaten Temanggung 

ditetapkan melalui Peraturan Bupati Nomor 100 Tahun 2021 Tentang 

Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 86 Tahun 2019 

Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Temanggung 

dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung 

dan Perubahan Renstra Bappeda Tahun 2019-2023 sebagaimana 

tercantum dalam tabel sebagai berikut: 
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Tabel  2.2.  
Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja Utama 

 

TUJUAN SASARAN STRATEGIS INDIKATOR  KINERJA UTAMA RUMUS SUMBER DATA 

Terwujudnya 
tata kelola 
pemerintahan 
yang baik dan 

pelayanan 
publik yang 
berkualitas 

1. Meningkatnya kualitas 

Manajemen pemerintahan 

Indeks Pembangunan Daerah 

 

Mengukur aspek integrasi, sinkronisasi, 

dan sinergi antar dokumen perencanaan 

daerah 

RPJMD 

 

RKPD 

 
RENSTRA 

 

RENJA 

 

Persentase Ketercapaian Kinerja 

Pembangunan Daerah 

Rata rata capaian kinerja Tujuan dan 

Sasaran 

Manajemen Risiko Indeks Indeks Penerapan Manajemen Risiko 

(Manajemen Risiko Indeks/MRI) 

diperoleh dari serangkaian perhitungan 

parameter penilaian yang tercakup pada 

model penilaian kualitas penerapan 
manajemen risiko 

Indeks Inovasi Daerah 
 

Akumulasi penilaian dari variable dan 
indikator inovasi daerah yang terdiri dari 

indikator satuan pemda dan satuan 

inovasi 

2. Meningkatnya 

Perencanaan, 

Pengendalian dan Evaluasi 

Pembangunan Daerah  

Persentase Peyusunan Dokumen 

Perencanaan Pembangunan 

Daerah yang tepat waktu 

Jumlah dokumen perencanaan 

pembangunan daerah yang disusun 

tepat waktu di bagi jumlah semua 

dokumen perencanaan pembangunan 

daerah yang disusun di kalikan seratus 

persen 

Persentase tersusunnya laporan 

evaluasi pembangunan daerah 
tepat waktu 

Jumlah Laporan evaluasi pembangunan 

daerah yang tepat waktu di bagi jumlah 
semua laporan evaluasi pembangunan 

daerah di kalikan seratus persen 

3. Meningkatnya Koordinasi 
dan Sinkronisasi 

Perencanaan 

Tingkat konsistensi kegiatan 
rencana kerja perangkat daerah 

terhadap renstra perangkat 

Jumlah kegiatan Rencana Kerja 
Perangkat Daerah Sub Bidang Sumber 

daya Manusia sesuai dengan RKPD di 



LKJIP BAPPEDA KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2022 24 

 

TUJUAN SASARAN STRATEGIS INDIKATOR  KINERJA UTAMA RUMUS SUMBER DATA 

Pembangunan Daerah daerah sub bidang pembangunan 

manusia 

bagi Jumlah Kegiatan Renstra Perangkat 

Daerah Sub Bidang Sumber Daya 

Manusia di kalikan seratus persen 

Tingkat konsistensi kegiatan 
rencana kerja perangkat daerah 

terhadap renstra perangkat 

daerahsub bidang pemerintahan 

dan kesejahteraan rakyat 

Jumlah kegiatan Rencana Kerja 
Perangkat Daerah Sub Bidang 

Kesejahteraan Rakyat sesuai RKPD 

dibagi Jumlah Kegiatan Renstra 

Perangkat Daerah Sub Bidang 

Kesejahteraan Rakyat di kalikan seratus 
persen 

Tingkat konsistensi kegiatan 

rencana kerja perangkat daerah 
terhadap renstra perangkat 

daerah sub bidang ekonomi dan 

sumber daya alam 

Jumlah kegiatan Rencana Kerja 

Perangkat Daerah Sub Bidang Ekonomi 
sesuai dengan RKPD dibagi Jumlah 

Kegiatan Renstra Perangkat Daerah Sub 

Bidang Ekonomi di kalikan seratus 

persen 

Tingkat konsistensi kegiatan 

rencana kerja perangkat daerah 

terhadap renstra perangkat 

daerah sub bidang infrastruktur 

Jumlah kegiatan Rencana Kerja 

Perangkat Daerah Sub Bidang Ekonomi 

sesuai dengan RKPD dibagi Jumlah 

Kegiatan Renstra Perangkat Daerah Sub 

Bidang infrastruktur di kalikan seratus 
persen 

4. Meningkatnya penelitian 
dan pengembangan  

Persentase pemanfaatan hasil 
Penelitian dan Pengkajian 

Jumlah penelitian dan pengkajian yang 
di tindaklanjuti dalam kebijakan daerah 

di bagi jumlah penelitian dan pengkajian 

secara keseluruhan di kalikan seratus 

persen 

Persentase Inovasi Daerah Yang 

Dikembangkan 

Jumlah hasil kreasi dan inovasi yang di 

kembangkan dan di terapkan di bagi 

jumlah hasil kreasi dan inovasi secara 

keseluruhan di kalikan seratus persen 
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C. CASCADING BAPPEDA 

Cascading (penjabaran) kinerja merupakan proses penjabaran dan 

penyelarasan kinerja dan target kinerja secara vertikal dari level unit/pegawai 

yang lebih tinggi ke level unit/pegawai yang lebih rendah. Cascading harus 

dilakukan secara jelas, terkait dengan tugas dan fungsi unit, secara logis 

memiliki keterkaitan sebab akibat (causality) serta memiliki keterkaitan 

sinergitas.  

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 

Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten 

Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023, BAPPEDA 

Kabupaten Temanggung masuk ke dalam Misi 3 Pembangunan Kabupaten 

Temanggung yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan 

Pelayanan Publik yang Berkualitas, dengan tujuan terwujudnya tata kelola 

pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas.  

Sebagaimana misi BAPPEDA Kabupaten Temanggung yang berisikan 

sasaran, indikator, program, kegiatan dan sub kegiatan juga berpedoman 

pada dokumen perubahan RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-

2023. Sesuai tugas dan fungsinya, BAPPEDA bertanggung jawab terhadap 

pelaksanaan program-program yang berkontribusi dalam menunjang 

keberhasilan mewujudkan target capaian program prioritas Bappeda 

Kabupaten Temanggung. Adapun cascading dari Misi 3 Pembangunan Daerah 

tersebut, maka dapat cascading BAPPEDA Kabupaten Temanggung dapat 

dijabarkan sesuai dengan gambar 2.1. 
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Gambar 2.1.  

Cascading BAPPEDA Tahun 2022
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D. RENCANA ANGGARAN/ANGGARAN TAHUN 2022 

Pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan di 

lingkungan Bappeda Kabupaten Temanggung dalam rangka 

mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai pada Tahun 2022, 

dianggarkan melalui Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Kabupaten Temanggung (APBD) Tahun 2022 yang telah 

ditetapkan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung  

Nomor  9 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2022 dan 

dijabarkan dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 10 Tahun 2022  

tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 107 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 

Temanggung Tahun Anggaran 2022. Adapun komposisi belanja dari 

program/kegiatan yang menunjang sasaran strategis Bappeda 

Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut: 

Tabel  2.3.  

Rencana Anggaran per Sasaran Tahun 2022 
 

Sasaran Renstra Renja APBD 

Sasaran 1 : 
Meningkatnya  
Perencanaan, 
Pengendalian Dan 
Evaluasi 
Pembangunan 

Daerah 

Rp 765.000.000,- Rp 765.000.000,- Rp 593.580.000,- 

Sasaran 2 : 
Meningkatnya 
Koordinasi dan 
Sinkronisasi 
Perencanaan 
Pembangunan 
Daerah 

Rp 1.065.000.000,- Rp 1.065.000.000,- Rp589.559.700,- 

Sasaran 3 : 
Meningkatnya 
penelitian dan 
pengembangan 

Rp.725.000.000,- Rp.725.000.000,- Rp.317.884.600,- 

Pendukung Urusan 

PD 

Rp.6.542.898.050,- 5.489.442.000.,- Rp.5.939.107.171,- 

JUMLAH Rp.9.097.898.550,- Rp.8.044.442.000,- Rp.7.440.131.471,- 
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BAB III 
AKUNTABILITAS  KINERJA 

 

Keberhasilan suatu instansi pemerintah dalam melaksanakan 

tugasnya dapat dilihat dari pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja 

tersebut digunakan untuk menilai tingkat capaian kinerja organisasi dari 

pelaksanaan program dan kegiatan, guna mewujudkan sasaran yang diukur 

menggunakan indikator kinerja tertentu sebagaimana telah ditetapkan 

dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Tingkat 

pencapaian sasaran-sasaran merupakan gambaran tingkat pencapaian 

kinerja Bappeda Kabupaten Temanggung dalam penyelenggaraan fungsi 

Penunjang urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan, Penelitian dan 

Pengembangan. Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten 

Temanggung tahun 2022 merupakan laporan kinerja tahun ke empat dari 

periodesasi berlakunya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

(RPJMD) Kabupaten Temanggung tahun 2018-2023, dengan tingkat 

pencapaian sasaran indikator kinerja Bappeda Kabupaten Temanggung pada 

misi 3 (ketiga). 

 

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI 

1. Capaian Indikator Kinerja Utama Bappeda 

Capaian kinerja Bappeda disajikan bedasarkan hasil 

pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU). Capaian IKU diperoleh 

berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja tujuan yang 

ditetapkan dalam Renstra. Pemerintah Kabupaten Temanggung telah 

menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagaimana telah tercantum 

dalam Peraturan Bupati Temangung Nomor 100 Tahun 2021 tentang 

Penetapan Indikator Kinerja Utama di Pemerintah Kabupaten 

Temanggung, yang selanjutnya diukur berdasarkan Peraturan 

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan 

Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 

Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang 
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Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi 

Pemerintah dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi 

Pemerintah. 

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas 

pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah 

ditetapkan pada perencanaan jangka menengah,maka digunakan 

skala pengukuran sebagai berikut: 

Tabel  3.1.  

Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 

 

NO PREDIKAT NILAI INTERPRETASI 

1 AA  90 - 100 Sangat memuaskan 

2 A  80 -90 Memuaskan 

3 BB  70 - 80 Sangat Baik 

4 B  60 - 70 Baik 

5 CC  50 - 60 Cukup 

6 C  30 - 50 Kurang 

7 D 0 - 30 Sangat Kurang 
Sumber : Kementerian PAN-RB 

 

a. Sasaran Strategis “ Meningkatnya Kualitas Manajemen 

Pemerintahan” 

Pengukuran capaian kinerja Bappeda Tahun 2022 untuk 

sasaran strategis “Meningkatnya Kualitas Manajemen 

Pemerintahan” dilakukan dengan cara membandingkan antara 

target (rencana) dan realisasi IKU. Dari hasil pengukuran kinerja 

tersebut, diperoleh data bahwa capaian kinerja sasaran 

“Meningkatnya Kualitas Manajemen Pemerintahan”  Tahun 2022 

sebesar 100% atau kategori “Sangat Memuaskan” sebagaimana 

tabel 3.1 dibawah ini. 
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Tabel  3.2.  

Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Strategis “Meningkatnya Kualitas Manajemen Pemerintahan”  Tahun 2022 
 

Misi 3 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Pelayanan Publik Yang Berkualitas 

Tujuan : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Pelayanan Publik Yang Berkualitas 

Sasaran Strategis  : Meningkatnya Kualitas Manajemen Pemerintahan 

No. Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan 
Capaian 

2021 

Tahun 2022 Renstra 2019-2023 

Target Realisasi Capaian 
Target 
akhir 

2023 

Capaian 

2022 

Capaian 
kinerja 

s/d 2022 

1. Indeks Perencanaan 

Pembangunan Daerah 

Angka 100 4,1 4,5 100 4,2 100 100 

2. Persentase Ketercapaian Kinerja 

Pembangunan Daerah 

% 96,10 89,00 96,43 100 90,00 100 100 

3. Manajemen Risiko Indeks Level 100 Level 1 Level 3 100 Level 2 100 100 

4. Indeks Inovasi Daerah Kategori 75,00 Sangat 

Inovatif 

Sangat 

Inovatif 

100 Sangat 

Inovatif 

100 100 

Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Utama   100   100 

Sumber : IKPD Bappeda 2022 per tanggal 16 Januari 2023 
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Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa : 

1) Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah 

Pengukuran Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah 

(IPPD) menjadi salah satu kunci penting dalam capaian 

pembangunan di suatu daerah. Pada Indeks Perencanaan 

Pembangunan Daerah, yang menjadi orientasi utama adalah 

sinergitas dan kualitas perencanaan pembangunan daerah. 

Hal ini dilakukan sebagai bagian dari upaya peningkatan 

kualitas program kegiatan yang ada di suatu daerah. Selain 

itu, hal ini dilakukan untuk menciptakan tata kelola 

pemerintahan yang akuntabel. Ukuran kualitas program dan 

kegiatan penting dilakukan pengukuran sehingga produk 

pembangunan tepat sasaran. 

Pengukuran Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah 

pertama kali dirumuskan oleh Bappenas melalui salah satu 

ukuran Indeks Kinerja Utama Bappenas yaitu Indeks 

Perencanaan Pembangunan Nasional. Pada IPPN ini 

dirumuskan empat aspek utama yaitu : 

a. Aspek Integrasi akan mengukur kinerja keselarasan RKP 

dengan RPJMN dalam koridor PN. 

b. Aspek Integrasi akan mengukur kinerja keselarasan 

Rencana Kerja (Renja) K/L dengan RKP dalam koridor PN. 

c. Aspek Sinkronisasi akan mengukur kinerja keselarasan 

Renja K/L dengan RKA K/L dalam koridor PN. 

d. Aspek Sinergi akan mengukur kinerja keselarasan 

perencanaan pusat dan daerah dalam koridor PN. 

Nilai indek Perencanaan Pembangunan Daerah 

Kabupaten Temanggung Tahun 2022 mencapai 4,5 , nilai 

tersebut telah mencapai target sesuai dengan RPJMD 

Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 yaitu 4,1. Dengan 

tercapainya target tersebut Pemerintah Kabupaten 

Temanggung dapat merumuskan kebijakan pada RPJMD lebih 

visioner agar mampu mengakomodasi perubahan yang terjadi 
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serta mempertahankan dan meningkatkan hasil penilaian 

IKUPD Kabupaten Temanggung dengan 2 kelompok 

rekomendasi yaitu Rekomendasi kegiatan IKUPD selanjutnya 

serta Rekomendasi strategis untuk fokus peningkatan capaian 

IKUPD, sehingga kedepannya diharapkan dapat menjadi 

acuan dan perbandingan terhadap hasil kajian serupa di 

tahun-tahun mendatang. 

2) Persentase Ketercapaian Kinerja Pembangunan Daerah 

Capaian kinerja pembangunan diperoleh melalui hasil 

evaluasi yang akan berguna bagi pengambilan keputusan dan 

memberikan gambaran pelaksanaan rencana pembangunan 

selama kurun waktu tertentu. Indikator Kinerja Pembangunan 

Daerah yang diukur adalah Indikator Kinerja 

Tujuan/Indikator Kinerja Utama dalam RPJMD yang terdiri 

dari 8 (delapan) indikator yaitu Indeks Pembangunan Manusia 

(IPM), Angka Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan 

per Kapita, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), 

Ketimpangan Pendapatan, Indeks reformasi Birokrasi, Indeks 

Kepuasan Masyarakat (IKM).  

Persentase ketercapaian kinerja pembangunan daerah 

di Kabupaten Temanggung Tahun 2022 sebesar 96,43%.  

Rumus perhitungan Persentase Ketercapaian Kinerja 

Pembangunan Daerah adalah  

                                        

                                  
      

3) Indeks Penerapan Manajemen Risiko  

Indeks Penerapan Manajemen Risiko diartikan sebagai 

sistem pengukuran/angka yang menggambarkan kualitas 

penerapan manajemen risiko di suatu organisasi pada waktu 

tertentu. Dalam lingkup Pemerintah Daerah, UPR tingkat 

Pemda dapat diwakili oleh Badan Perencanaan Daerah 

ataupun Sekretaris Daerah atau unit kerja lain yang ditunjuk. 

Area penilaian MRI meliputi delapan area yaitu Kualitas 

Perencanaan, Kepemimpinan, Kebijakan Manajemen Risiko, 



LKJIP BAPPEDA KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2022 33 

 

Sumber Daya Manusia, Kemitraan, Proses Manajemen Risiko, 

Aktivitas Penanganan Risiko, dan Outcome. Penilaian cepat 

maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi dilakukan 

dengan cara melakukan validasi atas hasil pengisian kertas 

kerja penilaian yang telah diisi oleh pemerintah daerah. 

Validasi dilakukan dengan analisis singkat dan melakukan 

konfirmasi kepada pemerintah daerah. 

Berdasarkan hasil penilaian cepat maturitas 

penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Pemerintah 

Kabupaten Temanggung, memenuhi karakteristik maturitas 

penyelenggaraan SPIP pada Level 3 (Terdefinisi) dengan nilai 

3,008 dan skor Manajemen Risiko Indeks (MRI) sebesar 

2,797 serta skor Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi 

(IEPK) sebesar 2,910. 

4) Indeks Inovasi Daerah  

Indeks Inovasi Daerah merupakan himpunan inovasi 

daerah yang telah dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri 

sebagai bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan 

pemerintahan daerah. Sasaran inovasi daerah diarahkan 

untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat 

melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan 

peran serta masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah. 

Inovasi daerah dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, 

yaitu inovasi tata kelola pemerintahan daerah, inovasi 

pelayanan publik, dan/atau inovasi daerah lainnya sesuai 

dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 

daerah. 

Berdasarkan Surat Kementrian Dalam Negeri Republik 

Indonesia  tentang penganugerahan Innovative Government 

Award pada tanggal 21 Desember 2022, Kabupaten 

Temanggung dianugerahkan sebagai Kabupaten dengan 

predikat “sangat inovatif”. Skor Indeks Inovasi Daerah 

Kabupaten Temanggung yaitu 89,49 dengan predikat 



LKJIP BAPPEDA KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2022 34 

 

“Sangat Inovatif”, total inovasi Pemerintah Daerah sebanyak 

162. 

Dari tabel diatas rata-rata sasaran strategis “Meningkatnya 

Kualitas Manajemen Pemerintahan” tercapai 100% atau kategori 

“Sangat Memuaskan”, dengan rincian sebagai berikut :  

a. Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah sebesar 4,5 dengan 

target 4,1 atau tercapai 100%. Angka tersebut masih stagnan 

dengan tahun sebelumnya (2021), dan telah sesuai dengan target 

akhir Renstra.  

b. Persentase Ketercapaian Kinerja Pembangunan Daerah dengan 

target 89,00% dan realisasi 96,43% atau tercapai 100%. 

Dibandingkan dengan Persentase Ketercapaian Kinerja 

Pembangunan Daerah Tahun 2021 (84,57%) mengalami kenaikan 

serta lebih tinggi dari target akhir Renstra. 

c. Manajemen Risiko Indeks (MRI) pada Level 3 (Terdefinisi) atau 

tercapai 100% dari target Level 2. Dibandingkan Tahun 2021 (Level 

2) realisasi tersebut mengalami peningkatan serta lebih tinggi 

dibandingkan dari target akhir Renstra. 

d. Indeks Inovasi Daerah dengan Kategori Sangat Inovatif (89,90) dari 

target Sangat Inovatif. Jika dibandingkan Tahun 2021 kategori 

Inovatif (45,58), angka tahun ini jauh lebih tinggi dan sesuai 

dengan target akhir Renstra. 

Kinerja sasaran strategis ini didukung melalui pelaksanaan 

program : 

1. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan 

Daerah; 

2. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan 

Daerah; 

3. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah. 

Untuk mencapai keberhasilan kinerja sasaran strategis 

“Meningkatnya Kualitas Manajemen Pemerintahan”  pada Tahun 2022 

didukung Anggaran sebesar Rp 1.501.024.300 dengan realisasi Rp 

1.464.097.141 (97,54%), sehingga efisiensi anggaran sebesar Rp 
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36.927.159 atau 2.46%. Terkait dengan efisiensi sumber daya terjadi 

efisiensi sebesar 2,46% karena capaian kinerja sebesar 100% 

sedangkan realisasi anggaran 97,54%. 

Faktor Pendorong, Penghambat dan rekomendasi tindak lanjut, 

apabila dijabarkan pada masing-masing sasaran strategis dapat dilihat 

pada tabel berikut : 

Tabel  3.3.  

Faktor Pendorong, Faktor Penghambat, dan Rekomendasi Tindak 
Lanjut Sasaran Strategis  “Meningkatnya Kualitas Manajemen 

Pemerintahan” 
 

Sasaran : “Meningkatnya Kualitas Manajemen Pemerintahan” 

No INDIKATOR 

SASARAN 
FAKTOR 

PENDORONG 
FAKTOR 

PENGHAMBAT 
REKOMENDASI 

TINDAK LANJUT 
1. Indeks 

Perencanaan 

Pembangunan 

Daerah  

 

1. perangkat Daerah 

harus  bisa 
berkomitmen 

untuk 

mengajukan 

semua program 

yang ada pada 
RPJMD  

2. adanya peran 

aktif  masyarakat 

dalam 

mewujudkan 

keberhasilan 
pelaksanaan 

program dan 

kegiatan yang 

dilaksanakan 

oleh pemerintah 
Kabupaten 

Temanggung. 

3. Adanya 

koordinasi dan 

komunikasi yang 

terjalin dengn 
baik antara 

Bappeda dengan 

semua perangkat 

daerah baik 

secara personal 
maupun secara 

lembaga 

4. adanya regulasi 

yang jelas dalam 

bidang 

perencanaan dan 
evaluasi 

1. adanya 

perbedaan 

kebijakan RKPD 

tahun 

berikutnya 

dengan 

kebijakan yang 

telah ditetepkan 

pada RPJMD     

2. RPJMD 

merupakan 

pedoman 

perencanaan 

untuk lima 

tahunan 

sedangkan 

RKPD 

merupakan 

pedoman 

tahunan 

sehingga bisa 

memunjulkan 

kebijakan baru 

Masih banyak PD 

yang belum 

memiliki program 
dan kegiatan yang 

mengacu pada 

semua variabel 

indeks IKUPD. 

1. merumuskan 

kebijakan pada 
RPJMD lebih 

visioner agar 

mampu 

mengakomodasi 

perubahan-
perubahan yang 

terjadi 

2. mempertahankan 

dan 

meningkatkan 

hasil penilaian 
IKUPD 

Kabupaten 

Temanggung 

dengan 2 (dua)  

kelompok 
rekomendasi  

yaitu 

Rekomendasi 

kegiatan IKUPD 

selanjutnya dan 

Rekomendasi 
strategis untuk 

fokus 

peningkatan 

capaian IKUPD, 

sehingga 
kedepannya 

diharapkan dapat 

menjadi acuan 

dan 

perbandingan 

terhadap hasil 
kajian serupa di 
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Sasaran : “Meningkatnya Kualitas Manajemen Pemerintahan” 

No INDIKATOR 

SASARAN 
FAKTOR 

PENDORONG 
FAKTOR 

PENGHAMBAT 
REKOMENDASI 

TINDAK LANJUT 
pembangunan 

daerah, baik dari 

pusat, provinsi 

maupun 

kabupaten 

 

tahun-tahun 

mendatang. 

2. Persentase 

Ketercapaian 

Kinerja 

Pembangunan 

Daerah  

adanya capaian 

kinerja perangkat 

daerah yang tinggi 

sehingga 

rekapitulasi tetep 
tinggi 

adanya Perangkat 

Daerah yang masih 

rendah rata-rata 

capaian indikator 

nya sehingga 
mempengaruhi 

nilai capaian 

keseluruhan ketika 

direkapitulasi 

kabupaten 

memprioritaskan 

kegiatan yang 

mendukung 

prioritas provinsi 

dan nasional dan 
mempercepat 

program kediatan 

diawal tahun 

sehingga kegiatan 

berjalan sesuai 

rencana. 
3. Manajemen 

Risiko Indeks 

 

 

Peraturan dan 
pedoman telah 

disosialisasikan 

1. pemahaman PD 
terkait 

peraturan dan 

pedoman 

tersebut masih 

rendah 
sehingga perlu 

sosialisasi 

2. Belum 

dilaksanannya 

identifikasi 

risiko dan 
analisis risiko, 

baik tingkat 

strategis pemda, 

strategis OPD, 

maupun tingkat 
operasional, 

mengkomunika

sikan dan 

melaksanakan 

rencana tindak 

pengendalianny
a, serta 

melakukan 

pemantauan. 

1. Mengalokasikan 
anggaran untuk 

penerapan 

manajemen 

Risiko pada 

tingkat 
Pemerintah 

Daerah dan 

tingkat unit 

kerja; 

2. Melakukan 

upaya 
peningkatan 

potensi dan 

keterampilan 

terkait 

Manajemen 
Risoko pada 

seluruh 

pimpinan dan 

pegawai 

terutama SDM 

yang menjadi 
anggita unit 

Pemilik Resiko. 

 

4. Indeks Inovasi 

Daerah 

1. Adanya 

dukungan 

Pemerintah dari 
Kabupaten 

sampai dengan 

pusat dalam 

mendorong 

pengembangan 

1. Keterbatasan 

memberikan 

informasi dan 
Publikasi ke 

bawah dari 

Tingkat 

Kecamatan 

sampai dengan 

1. Mendasarkan 

kajian-kajian 

yang ada dengan 
permasalahan 

dan isu strategis 

daerah, 

melibatkan 

stakeholder 
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Sasaran : “Meningkatnya Kualitas Manajemen Pemerintahan” 

No INDIKATOR 

SASARAN 
FAKTOR 

PENDORONG 
FAKTOR 

PENGHAMBAT 
REKOMENDASI 

TINDAK LANJUT 
hasil krenova 

menjadi starup 

2. Penyelenggaraan 

lomba KRENOVA 

tingkat 

Kabupaten  yang 
dilaksanakan 

secara rutin tiap 

tahun 

3. Memberikan 

fasilitasi bagi 
inventor/inivator 

melalui 

pengembangan 

dan stimulasi 

desa 

2. Keterbatasan 

SDM pengampu 

kegiatan 

3. Penyediaan data 

dukung dari 
Perangkat 

Daerah yang 

belum optimal; 

4. Masih banyak 

data inovasi 
yang belum 

teriventarisasi 

dari Kabupaten 

5. Peran serta PD 

dan Masyarakat 

dalam inovasi 
belum maksimal 

 

dalam 

penyusunan 

dokumen 

kelitbangan 

2. Sosialisasi dan 

desiminasi hasil 
kelitbangan yang 

ditindaklanjuti 

dengan dukungan 

perencanaan dan 

penganggaran. 
3. Menumbuh 

kembangkan 

kreativitas dan 

inovasi telah 

dilakukan melalui 

penyelenggaraan 
Lomba Kreativitas 

dan Inovasi 

(KRENOVA) 

Tingkat 

Kabupaten 

 
Berikut dokumentasi kegiatan penunjang sasaran Bappeda 

Kabupaten Temanggung : 

 

Rapat Koordinasi Penentuan Target Indikator Makro Rencana 
Pembangunan Daerah 
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Desk Rencana Tindak Pengendalian (RTP) 
Kab.Temanggung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diseminasi Perekayasaan Inovasi dan Teknologi 
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2. Capaian Kinerja Sasaran dan Indikator Program 

Program yang harus dilaksanakan oleh Bappeda pada Tahun 2022 

sejumlah 3 Program dan 8 Indikator Kinerja Program. Dari 8 Indikator 

tersebut telah tercapai 100%. 

a) Program 1. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pembangunan Daerah  

Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan 

Daerah diukur dengan dua indikator program yaitu Persentase 

Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Tepat 

Waktu dan Persentase Tersusunnya Laporan Evaluasi Pembangunan 

Daerah Tepat Waktu, sebagaimana tabel berikut : 

Tabel  3.4.  
Capaian Indikator Kinerja Program  Perencanaan, Pengendalian dan 

Evaluasi Pembangunan Daerah Tahun 2022 

 
Dari tabel di atas realisasi capaian Program Perencanaan, 

Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah  dengan 2 (dua) 

Indikator adalah 100%, realisasi capaian Tahun 2022 meningkat 

dibandingkan dengan tahun sebelumnya, hal ini terwujud dengan faktor 

pendorong yaitu komitmen Perangkat Daerah, fasilitasi dan 

pendampingan secara intensif dari verifikator Bappeda selaku perangkat 

Sasaran : Meningkatnya Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah 

Program Indikator 
Kinerja 
Program 

Sat
uan 

Realis
asi 

2021 

Tahun 2022 Renstra 2019-2023 

Target Realis
asi 

Capaia
n 

Target 
Akhir 
2023 

Capaian 
2022 

Capaian 
Kinerja 

s/d 
2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Program  
Perencanaan, 
Pengendalian 
dan Evaluasi 
Pembangunan 
Daerah 

Persentase 
Peyusunan 
Dokumen 
Perencanaan 
Pembangunan 
Daerah yang 
tepat waktu 

% 100 100 100 100 100 100 100 

Persentase 
tersusunnya 
laporan 
evaluasi 
pembangunan 
daerah tepat 
waktu 

% 87,22 90,00 100 100 95,00 100 100 

Rata-rata Capaian Indikator 

Program 

   100   100 
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daerah pengampu fungsi penunjang perencanaan dan ketepatan waktu 

perangkat daerah dalam pengumpulan data. 

Rata-rata Capaian Kinerja Program  Perencanaan, Pengendalian 

dan Evaluasi Pembangunan Daerah, berdasarkan hasil pengukuran atas 

Indikator Kinerja Bappeda Kabupaten Temanggung Tahun 2022 sebesar 

100%  dengan Predikat AA dengan interpretasi  Sangat Memuaskan. 

Berdasarkan indikator sasaran “Meningkatnya Perencanaan, 

Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah”, penerima manfaat 

dari sasaran ini yaitu Perangkat Daerah, Masyarakat, DPRD, Desa dan 

Kelurahan. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Desk Laporan Evaluasi & Capaian 

Kinerja Pembangunan 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Input Data Aplikasi E-DataBase Prov.Jateng 

 
 

 
Konsinyering Rancangan Awal 

RKPD 

 
 

 
Musrenbang RKPD Tahun 2024 
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b) Program 2. Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan 

Daerah 

Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan 

Pembangunan Daerah diukur dengan 4 (empat) indikator program 

yaitu  Tingkat konsistensi kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah 

terhadap Renstra Perangkat Daerah Subbidang Pembangunan 

Manusia, Tingkat konsistensi kegiatan Rencana Kerja Perangkat 

Daerah terhadap Renstra Perangkat Daerah Subbidang Pemerintahan 

dan Kesejahteraan Rakyat, Tingkat konsistensi kegiatan Rencana Kerja 

Perangkat Daerah terhadap Renstra Perangkat Daerah Subbidang 

Ekonomi dan Sumber Daya Alam, dan Tingkat konsistensi kegiatan 

Rencana Kerja Perangkat Daerah terhadap Renstra Perangkat Daerah 

Subbidang Infrastruktur, sebagaimana tabel berikut : 

Tabel  3.5.  

Capaian Indikator Kinerja Program Koordinasi dan Sinkronisasi 
Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2022 

 
Sasaran : Meningkatnya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah  

Program Indikator Kinerja 
Program 

Satua
n 

Realis
asi 

2021 

Tahun 2022 Renstra 2019-2023 
Target Realis

asi 
Ca
pai
an 

Target 
Akhir 
2023 

Capa
ian 

2022 

Capaian 
Kinerja 

s/d 
2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Program 
Koordinasi dan 
Sinkronisasi 
Perencanaan 
Pembangunan 
Daerah  

Tingkat konsistensi 
kegiatan Rencana 
Kerja Perangkat 
Daerah terhadap 
Renstra Perangkat 
Daerah Sub Bidang 
Pembangunan 
Manusia 

% 100 90 98,80 100 90 100 100 

Tingkat konsistensi 
kegiatan Rencana 

Kerja Perangkat 

Daerah terhadap 
Renstra Perangkat 
Daerah Sub Bidang 
Pemerintahan dan 
Kesejahteraan 
Rakyat 

% 100 90 90,54 100 90 100 100 

Tingkat konsistensi 
kegiatan Rencana 
Kerja Perangkat 
Daerah terhadap 
Renstra Perangkat 
Daerah Sub Bidang 
Ekonomi dan 

% 100 90 91,94 100 90 100 100 
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Sasaran : Meningkatnya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah  

Program Indikator Kinerja 
Program 

Satua
n 

Realis
asi 

2021 

Tahun 2022 Renstra 2019-2023 
Target Realis

asi 
Ca
pai
an 

Target 
Akhir 
2023 

Capa
ian 

2022 

Capaian 
Kinerja 

s/d 
2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Sumber Daya Alam 

Tingkat konsistensi 
kegiatan Rencana 
Kerja Perangkat 
Daerah terhadap 
Renstra Perangkat 
Daerah Sub Bidang 

Infrastruktur 

% 100 90 95,74 100 90 100 100 

Rata-rata Capaian Indikator Kinerja 
Program 

 100   100   

 

Dari tabel di atas realisasi capaian Program Koordinasi dan 

Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan 4 (empat) 

Indikator adalah 100%, realisasi tersebut masih sama dengan tahun 

sebelumya yaitu telah mencapai target renstra. Ketercapaian kinerja 

program tersebut tidak lepas dari faktor-faktor yang mendorong 

keberhasilan kinerja program yaitu Komitmen Perangkat Daerah dalam 

menjaga konsistensi perencanaan dan penganggaran. 

Rata-rata Capaian Kinerja Program Koordinasi Dan Sinkronisasi 

Perencanaan Pembangunan Daerah, berdasarkan hasil pengukuran 

atas Indikator Kinerja Bappeda Kabupaten Temanggung Tahun 2022 

sebesar 100%  dengan Predikat AA dengan interpretasi  SANGAT 

MEMUASKAN. 

Berdasarkan indikator sasaran “Meningkatnya Koordinasi dan 

Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah”, penerima manfaat 

dari sasaran ini yaitu Perangkat Daerah, Masyarakat, Stakeholder, dan 

lembaga Non Pemerintah. 
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Rapat koordinasi TKPKD             Seminar Stunting 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                   

 
 
 
 
 
 

 
Forum Rembug Klaster Bappeda TMG 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Monitoring dan Evaluasi 

Pamsimas 
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c) Program 3.  Program Penelitian dan Pengembangan Daerah 

Program Penelitian dan Pengembangan Daerah diukur dengan 2 

(dua) indikator program yaitu Persentase Pemanfaatan Hasil Penelitian 

dan Pengkajian dan Pengkajian dan Persentase  inovasi daerah yang 

dikembangkan. 

Tabel  3.6.  
 Capaian Indikator Kinerja Program Penelitian dan Pengembangan 

Daerah Tahun 2022 

 
Dari tabel di atas realisasi capaian Program Penelitian dan 

Pengembangan Daerah dengan 2 (dua) Indikator adalah 100%, realisasi 

tersebut masih sama dengan tahun sebelumya yaitu telah mencapai 

target renstra. Ketercapaian kinerja program tersebut tidak lepas dari 

faktor-faktor yang mendorong keberhasilan kinerja program yaitu 

Dukungan pemerintah dari lingkup Kabupaten sampai dengan pusat 

dalam mendorong pengembangan inovasi menjadi startup serta 

Komitmen stakeholder dalam memanfaatkan hasil kelitbangan. 

Rata-rata Capaian Kinerja Program Penelitian dan Pengembangan 

Daerah, berdasarkan hasil pengukuran atas Indikator Kinerja Bappeda 

Kabupaten Temanggung Tahun 2022 sebesar 100%  dengan Predikat AA 

dengan interpretasi  SANGAT MEMUASKAN. 

Berdasarkan indikator sasaran “Meningkatnya penelitian dan 

pengembangan”, penerima manfaat dari sasaran ini yaitu Perangkat 

Daerah, Masyarakat, Stakeholder, dan lembaga Non Pemerintah, 

Akademisi. 

Sasaran :  Meningkatnya penelitian dan pengembangan 

Program Indikator 

Kinerja 
Program 

Sat

uan 

Reali

sasi 
2021 

Tahun 2022 Renstra 2019-2023 

Target Realis
asi 

Cap
aian 

Target 
Akhir 
2023 

Capa
ian 

2022 

Capaian 
Kinerja 

s/d 
2022 

Program 
Penelitian 
dan 
Pengemban
gan Daerah 

Persentase 
Pemanfaatan 
Hasil 
Penelitian dan 
Pengkajian 

% 100 100 100 100 100 100 100 

Persentase  
inovasi daerah 
yang 
dikembangkan 

% 100 60 100 100 65 100 100 

Rata-rata Capaian Indikator 
Kinerja Program 

   100   100 
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B. AKUNTABILITAS KEUANGAN 

1. Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2022 

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, 

Bappeda Kabupaten temanggung pada Tahun Anggaran 2022 mendapat 

alokasi anggaran dari Perubahan APBD Kabupaten Temanggung sebesar 

Rp. 7.440.131.471,- terealisasi sebesar 96,40% atau sebesar 

Rp.7.172.309.824,-.  

Belanja pegawai pada Tahun Anggaran 2022, Bappeda Kabupaten 

Temanggung mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 4.556.567.311,- 

dan capaian realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp.4.423.644.496,- atau 

sebesar 97,08% dari total anggaran belanja gaji. 

Belanja Barang dan Jasa pada Tahun Anggaran 2022 digunakan 

untuk mendukung 4 program, 15 kegiatan dan 30 sub kegiatan. Dari 

penetapan anggaran sebesar Rp 2.147.079.400,- bertambah menjadi Rp 

2.806.999.160,- , karena digunakan untuk Pemeliharaan/Rehabilitasi Atap 

Kantor Bappeda serta digunakan untuk Penyunanan Rancangan Awal 

RKPD 2024 dan Penyusunan RPD Tahun 2024-2026. Sedangkan untuk 

Belanja Modal sebesar Rp. 76.565.000,-. Berdasarkan alokasi kedua 

belanja tersebut, capaian realisasi Tahun 2022 sebesar Rp.2.748.665.328,- 

atau sebesar 95,58% dari total anggaran. 

 Lomba Krenova Tingkat Kabupaten 
Temanggung 

Diseminasi Perekayasaan Inovasi dan 
Teknologi 
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Selain program dan kegiatan utama untuk mencapai sasaran strategis 

yang ditetapkan, Bappeda Kabupaten Temanggung juga melaksanakan 

program dan kegiatan pendukung sebesar Rp 1.374.539.860, dengan 

realisasi Rp 1.284.568.187 atau 93,43%. Laporan realisasi per sasaran 

strategis dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel  3.7.  
Laporan Realisasi Anggaran Per Sasaran Bappeda Kabupaten Temanggung 

Tahun 2022 

NO 
PROGRAM/ KEGIATAN/SUB 

KEGIATAN 
PERUBAHAN 
ANGGARAN 

REALISASI % 

1 2 3 4 5 

Sasaran 1 : 
Meningkatnya Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah 

A. Program perencanaan, Pengendalian 
dan Evaluasi pembangunan daerah 

593.580.000 577.143.438 97,23 

1. Kegiatan  : Penyusunan 
Perencanaan dan Pendanaan 

477.148.000 465.293.415 97,52 

a. Sub Kegiatan : 
Koordinasi Penelaahan Dokumen 
Perencanaan Pembangunan Darah 
dengan Dokumen Kebijakan Lainnya 

45.716.000 42.868.750 93,77 

b. Sub Kegiatan : 
Koordinasi Penyusunan Dan 
Penetapan Dokumen Perencanaan 
Pembangunan Daerah Kab/Kota 

431.432.000 422.424.665 97,91 

2 Kegiatan : 
Analisis Data dan Informasi 
Pemerintahan Daerah Bidang 
Perencanaan Pembangunan Daerah 

65.716.000 62.086.683 94,48 

 Sub Kegiatan : 
Penyusunan Profil Pembangunan 
Daerah Kab/Kota 

65.716.000 62.086.683 94,48 

3 Kegiatan : 
Pengendalian, Evaluasi dan 
Penyusunan Laporan Berkala 
Pelaksanaan Pembangunan Daerah 

50.716.000 49.763.340 98,12 

 Sub Kegiatan : 
Monitoring, evaluasi dan Penyusunan 

Laporan Berkala Pelaksanaan 
Pembangunan Daerah 

50.716.000 49.763.340 98,12 

Sasaran 2 : 
Meningkatnya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah  
B. Program Koordinasi dan 

Sinkronisasi Perencanaan 
Pembangunan Daerah 

589.559.700 574.012.317 97,36 

1 Kegiatan : 
Koordinasi Perencanaan Bidang 
Pemerintahan dan Pembangunan 
Manusia 

262.411.700 255.443.199 97,34 

a) Sub Kegiatan : 
Koordinasi Penyusunan Dokumen 

75.716.000 74.344.364 98,19 
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Perencanaan Pembangunan Daerah 
Bidang Pemerintahan 

b) Sub Kegiatan: 
Pelaksanaan Monitoring da Evaluasi 
Penyusunan Dokumen Pembangunan 
Perangkat Daerah Bidang 
Pemerintahan 

38.000.000 36.215.000 9,53 

c) Sub Kegiatan : 
Koordinasi Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Pembangunan Daerah 
Bidang Pembangunan Manusia 

101.431.700 100.104.435 98,69 

d) Sub Kegiatan: 
Pelaksanaan Monitoring da Evaluasi 
Penyusunan Dokumen Pembangunan 
Perangkat Daerah Bidang 

Pembangunan Manusia 

47.264.000 44.779.400 94,74 

2. Kegiatan : 
Koordinasi Perencanaan Bidang 
Perekonomian dan SDA 

175.716.000 173.798.100 98,91 

 a) Sub Kegiatan: 
Koordinasi Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Pembangunan Daerah 
Bidang Perekonomian 

100.716.000 99,213.540 98,51 

b) Sub Kegiatan: 
Pelaksanaan Monitoring da Evaluasi 
Penyusunan Dokumen Pembangunan 
Perangkat Daerah Bidang 
Perekonomian 

25.000.000 24.728.500 98,91 

c) Sub Kegiatan: 
Koordinasi Penyusunan Dokumen 

Perencanaan Pembangunan Daerah 
Bidang SDA 

50.000.000 49.856.060 99,71 

3. Kegiatan : 
Koordinasi Perencanaan Bidang 
Infrastruktur dan Kewilayahan 

151.432.000 144.771.018 95,60 

a) Sub Kegiatan: 
Koordinasi Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Pembangunan Daerah 
Bidang Infrastruktur 

75.716.000 72.799.778 96.15 

b) Sub Kegiatan: 
Pelaksanaan Monitoring da Evaluasi 
Penyusunan Dokumen Pembangunan 
Perangkat Daerah Bidang 
Perekonomian 

75.716.000 71.971.240 95,05 

Sasaran 3 : Meningkatnya penelitian dan pengembangan daerah 

C. Program penelitian dan 
pengembangan daerah 

317.884.600 312.941.386 98,44 

1 Kegiatan : 
Penelitian dan Pengembangan 
Bidang Penyelenggaraan 
Pemerintahan dan Pengkajian 
Peraturan 

257.884.000 253.082.836 98,14 

a) Sub Kegiatan : 
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi 
Penelitian dan Pengembangan Bidang 
Pemerintahan Umum 

156.898.500 153.690.246 97,96 

b) Sub Kegiatan : 
Pengelolaan Data Kelitbangan dan 

100.986.300 99.392.590 98,42 
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Peraturan 

2 Kegiatan : 
Penelitian dan Pengembangan 
Bidang Sosial dan Kependudukan 

30.000.000 29.954.800 99,85 

 Sub Kegiatan : 
Penelitian dan Pengembangan 
Patisipasi Masyarakat 

30.000.000 29.954.800 99,85 

3 Kegiatan : 
Pengembangan Inovasi dan 
Teknologi 

29.999.800 29.903.750 99,68 

 Sub Kegiatan : 
Penelitian, Pengembangan dan 
Perekayasaan di Bidang Teknologi dan 
Inovasi 

29.999.800 29.903.750 99,68 

Sasaran Pendukung 

D. Program Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 

1.374.539.860 1.284.568.187 93,45 

1. Kegiatan : 
Perencanaan, Penganggaran, dan 
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 

150.000.000 144.051.700 96,03 

 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 150.000.000 144.051.700 96,03 

2. Kegiatan : 
Administrasi Umum Perangkat 
Daerah 

104.125.900 103.924.772 99,81 

a) Sub Kegiatan : 
Penyediaan Komponen Instalasi 
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 

6.000.000 5.998.000 99,97 

b) Sub Kegiatan : 
Penyediaa Bahan Logistik Kantor 

26.341.000 26.339.350 99,99 

 c) Sub Kegiatan : 
Penyediaan Barang Cetakan dan 
Penggandaan 

14.999.900 14.999.700 100 

d) Sub Kegiatan : 
Fasilitasi Kunjungan Tamu 

8.834.000 8.764.260 99,03 

e) Sub Kegiatan : 
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi 
dan Konsultasi SKPD 

47.951.000 47.823.462 99,73 

3. Pengadaan Barang Milik Daerah 
Penunjang Urusan Pemerintah 

Daerah 

5.500.000 5.500.000 100 

 Pengadaan Peralatan dan Mesin 
Lainnya 

5.500.000 5.500.000 100 

4. Kegiatan : 
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 

585.757.500 511.140.206 87,26 

a) Sub Kegiatan : 
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber 
Daya Air dan Listrik 

131.100.000 90.467.992 69,01 

b) Sub Kegiatan : 
Penyediaan Jasa Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor 

28.744.700 28.511.000 99,19 

c) Sub Kegiatan : 
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum 
Kantor 

425.912.800 392.161.214 92,08 

5. Kegiatan : 
Pemeliharaan Barang Milik Daerah 
Penjunjang Urusan  

537.156.460 519.951.509 96,80 

a) Sub Kegiatan : 
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 

117.986.500 116.859.849 99,05 
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Anggaran untuk mendukung per sasaran strategis Bappeda dapat 

dijabarkan pada diagram sebagai berikut  

 

 
Gambar 3.1.  

Distribusi Anggaran Menurut Sasaran Strategis 
Bappeda Kabupaten Temanggung Tahun 2022 

 

Berdasarkan gambar diatas diketahui bahwa sasaran pendukung 

mendapatkan porsi paling banyak (48%) karena didukung oleh 1 program, 

5 kegiatan dan 12 sub kegiatan, kemudian disusul oleh sasaran 1 (21%), 

sasaran 2 (20%) selanjutnya sasaran 3 (11%). Perbandingan realisasi 

anggaran dari tahun sebelumnya dapat dilihat pda tabel berikut : 

 

 

 

 

 

Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan 
Kendaraan Dinas operasioanl 
Lapangan 

b) Sub Kegiatan : 
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung 
Kantor dan Bangunan Lainnya 

419.169.96. 403.091.660 96,16 

JUMLAH 2.883.564.160 2.748.665.328 95,59 

Sasaran 
Pendukung  

Urusan;  
Rp1.374.539.860 

48%  

Sasaran 1;  
Rp593.580.000 

21%  

Sasaran 2;  
Rp589.559.700 

20%  

Sasaran 3;  
Rp317.884.600 

11%  
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Tabel  3.8.  

Perbandingan Realisasi Anggaran BAPPEDA Kabupaten Temanggung 
Tahun 2021-2022 

Sumber : Laporan Keuangan Bappeda Kabupaten Temanggung Tahun 2021 dan 2022 

 

Secara keseluruhan serapan anggaran pada Tahun 2022 (96,40%) 

lebih tinggi dibandingkan Tahun 2021 (95,94%). Kenaikan belanja Gaji 

pada Tahun 2022 disebabkan karena terdapat penambahan ASN sebanyak 

12 orang, sedangkan untuk belanja barang/jasa dan modal kenaikan 

anggaran disebabkan karena terdapat Rehabilitasi Atap Gedung.  

 

2. Analisa Efisiensi  

Bagian yang disajikan dalam tabel ini terkait dengan efisiensi 

anggaran untuk sasaran yang pencapaian kinerjanya. Banyaknya yang 

berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa 

efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi. Kondisi ini sejalan 

dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan prinsip pemerintahan 

yang baik, dimana salah satunya adalah pengelolaan sumber daya 

anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. 

Capaian indikator program dari sisi anggaran dengan hasil seperti 

tabel dibawah ini  : 

Tabel  3.9.  
Capaian Indikator Program dari sisi anggaran 

 
PROGRAM/ KEGIATAN Rp(DPA) REALISASI % KATEGORI 

1 2 3 4 5 

Program perencanaan, 

Pengendalian dan 

Evaluasi pembangunan 

593.580.000 577.143.438 97,23 Sangat 
Memuaskan 

URAIAN Tahun 2021 Tahun 2022 

Alokasi Realisasi % Alokasi Realisasi % 

Belanja Gaji 4.370.507.957 4.252.260.821 97.29 4.556.567.311 4.423.644.496 97,08 

Belanja 

Barang/Jasa 

dan Modal 

2.620.935.300 2.455.194.464 93.67 2.883.564.160 2.748.665.328 95,59 

TOTAL 6.991.443.257 6.707.455.285 95.94 7.440.131.471 7.172.309.824 96,40 
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PROGRAM/ KEGIATAN Rp(DPA) REALISASI % KATEGORI 

1 2 3 4 5 

daerah 

Program Koordinasi dan 

Sinkronisasi Perencanaan 

Pembangunan Daerah 

589.559.700 574.012.317 97,36 Sangat 

Memuaskan 

Program penelitian dan 

pengembangan daerah 

317.884.600 312.941.386 98,44 Sangat 
Memuaskan 

Program Penunjang 

Urusan Pemerintah 

Daerah Kabupaten/Kota 

1.374.539.860 1.284.568.187 96,11 Sangat 

Memuaskan 

JUMLAH 7.440.131.471 7.172.309.824 96,40 Sangat 
Memuaskan 

Sumber LRA dan IKPD Bappeda 2022 

 

Dari tabel  diatas dapat dijelaskan bahwa penyerapan anggaran untuk 

capaian program sebesar 96,40 %. Pencapaian target Kinerja Sasaran 

Strategis “Meningkatnya Kualitas Manajemen Pemerintahan” pada tahun 

2022 didukung Anggaran sebesar Rp 7.440.131.471 dengan realisasi Rp 

7.172.309.824 (96,40%), sehingga terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp 

267.821.647 atau 3,6%. Terkait dengan efisiensi sumber daya terjadi 

efisiensi sebesar 3,6% karena capaian kinerja sebesar 100% sedangkan 

realisasi anggaran 96,40 % dengan intrepretasi “Sangat Memuaskan”. 

Adapun pencapaian target pada program dapat dijelaskan sebagai 

berikut : 

a. Pencapaian target Kinerja Program Pengendalian dan Evaluasi 

pembangunan daerah pada tahun 2022 didukung Anggaran sebesar 

Rp 593.580.000 dengan realisasi Rp 577.143.438 (97,23%), sehingga 

terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp 16.436.562 atau 2,77%. Terkait 

dengan efisiensi sumber daya terjadi efisiensi sebesar 2,77% karena 

capaian kinerja di Program perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 

pembangunan daerah sebesar 100 % sedangkan realisasi anggaran 

97,23 %  dengan intrepretasi Sangat Memuaskan. 

b. Pencapaian target Kinerja Program Koordinasi dan Sinkronisasi 

Perencanaan Pembangunan Daerah  pada tahun 2022 didukung 

Anggaran sebesar Rp 589.559.700 dengan realisasi Rp 574.012.317 
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(97,36%), sehingga terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp 15.547.383 

atau 2,64 %. Terkait dengan efisiensi sumber daya terjadi efisiensi 

sebesar 2,64% karena capaian kinerja sebesar 100 % sedangkan 

realisasi anggaran 97,36% dengan intrepretasi Sangat Memuaskan. 

c. Pencapaian target Kinerja Program penelitian dan pengembangan 

daerah pada tahun 2022 didukung Anggaran sebesar Rp 317.884.600 

dengan realisasi Rp 312.941.386 (98,44%), sehingga terjadi efisiensi 

anggaran sebesar Rp 4.943.214 atau 1,56 %. Terkait dengan efisiensi 

sumber daya terjadi efisiensi sebesar 1,56% karena capaian kinerja 

sebesar 100 % sedangkan realisasi anggaran 98,44% dengan 

intrepretasi Sangat Memuaskan . 

 

C. PRESTASI DAN PENGHARGAAN TAHUN 2022 

Prestasi dan Penghargaan Bappeda Kabupaten Temanggung Tahun 2022 

dalam mendukung fungsi penunjang perencanaan, Penelitian dan 

Pengembangan meliputi : 

1. Penghargaan Bupati 

Temanggung kepada Bappeda 

Temanggung atas 

pelaksanaan Pembangunan 

Integritas Menuju Wilayah 

Bebas dari Korupsi dan 

Wilayah Birokrasi Bersih 

Melayani (WBK dan WBBK) 

Tahun 2022 
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2. Penghargaan Bupati 

Temanggung kepada Bappeda 

atas prestasi dalam 

Akuntabilitas  Kinerja Tahun 

2022 dengan Predikat Nilai 

“A” (Memuaskan) 

 

 

 

 

 

3. Penghargaan kepada Minyak 

Kopi Terapi Herbal untuk 

Kesehatan menjadi pemenang 

utama peringkat 9 Lomba 

Kreativitas dan inovasi 

masyarakat (Krenova) dan 

Penjaringan Inovasi 

Masyarakat tingkat Provinsi 

Jawa Tengah Tahun 2022 

 

 

 

4. Penghargaan Gubenur Jawa 

Tengah Kepada Kabupaten 

Temanggung sebagai Juara 1 

Kategori Ekosistim Inovasi 

Anugerah Pemetaan Daya 

Saing Daerah Tingkat Provinsi 

Jawa Tengah Tahun 2022; 
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5. Penghargaan Kemenkumham 

Kepada Bupati Temanggung 

atas Jumlah Indikasi 

Geografis Terbanyak 

Dicatatkan pada Direktorat 

Jendral Kekayaan Intelektual 

Tahun 2022; 

 

 

 

6. Penghargaan Innovative 

Government Award (IGA) 

Tahun 2022 kepda Kabupaten 

Temanggung sebagai 

Kabupaten Terinovatif tingkat 

Nasional Tahun 2022 

 

 

 

 

7. Penghargaan kepada 

Pemerintah Kabupaten 

Temanggung sebagai Juara 

Harapan 3 Lomba Habitat 

Tingkat Provinsi Jawa Tengah 

Tahun 2022 
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BAB IV 
PENUTUP 

 

A. TINJAUAN UMUM CAPAIAN KINERJA BAPPEDA  

Bappeda Kabupaten Temanggung merupakan Perangkat Daerah yang 

mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang 

urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan yang 

menjadi kewenangan daerah, agar pelaksanaan tugas tersebut berjalan secara 

optimal maka diperlukan pengelolaan sumber daya manusia, sumber dana dan 

sarana prasarana seefektif dan seefisien mungkin. 

Dengan memperhatikan uraian dan beberapa data tersebut di atas, 

maka dapat dikatakan bahwa Bappeda Kabupaten Temanggung dalam 

melaksanakan tugasnya dapat dikatakan berhasil, karena secara umum 

mempunyai rata-rata tingkat capaian kinerja Tahun 2022 dengan kategori 

”SANGAT MEMUASKAN” dengan Predikat ”AA” yaitu dengan nilai 100%. 

 

B. Strategi untuk Peningkatan Kinerja di Masa Datang  

Strategi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja Bappeda 

Kabupaten Temanggung di masa mendatang antara lain : 

1. Memperkuat peran kelembagaan dan sumber daya manusia pada Bappeda 

Kabupaten Temanggung sehingga dapat lebih efektif dalam menyusun dan 

mengendalikan proses penyusunan perencanaan pembangunan. 

2. Memperkuat komitmen dan dukungan semua pemangku kepentingan 

pembangunan pada pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan. 

3. Meningkatkan optimalisasi penggunaan anggaran dengan mengacu pada 

pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan. 

4. Meningkatkan optimalisasi pemanfaatan hasil-hasil penelitian dan 

pengembangan dalam penyusunan kebijakan; 

5. Meningkatkan dan mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi                           

(Sistem Informasi Pemerintahan Daerah ) dalam proses penyusunan 

perencanaan pembangunan dan penyelesaian kegiatan lain yang dilakukan 

oleh BAPPEDA Kabupaten Temanggung; 

6. Menjalin kerjasama dengan pihak non pemerintah dalam perencanaan 

pembangunan; 
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PENGHARGAAN INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI 

(WBK DAN WBBK) TAHUN 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PENGHARGAAN AKUNTABILITAS  KINERJA TAHUN 2022 DENGAN PREDIKAT NILAI “A” (MEMUASKAN) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PENGHARGAAN MINYAK KOPI TERAPI HERBAL KREATIVITAS DAN INOVASI MASYARAKAT (KRENOVA) DAN 

PENJARINGAN INOVASI MASYARAKAT TINGKAT PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2022 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JUARA 1 KATEGORI EKOSISTIM INOVASI ANUGERAH PEMETAAN DAYA SAING DAERAH TINGKAT PROVINSI JAWA 

TENGAH TAHUN 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PENGHARGAAN KEMENKUMHAM KEPADA BUPATI TEMANGGUNG ATAS JUMLAH INDIKASI GEOGRAFIS TERBANYAK 

DICATATKAN PADA DIREKTORAT JENDRAL KEKAYAAN INTELEKTUAL TAHUN 2022 

 



PENGHARGAAN INNOVATIVE GOVERNMENT AWARD (IGA) TAHUN 2022 KEPADA KABUPATEN TEMANGGUNG SEBAGAI 

KABUPATEN TERINOVATIF TINGKAT NASIONAL TAHUN 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PENGHARGAAN KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG SEBAGAI JUARA HARAPAN 3 LOMBA HABITAT 

TINGKAT PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2022 

 



I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 13

1. Tersedianya 

administrasi 

keuangan, umum 

dan jasa 

penunjang 

perangkat daerah 

(ex BAU)

25% 50% 75% 100% Program Penunjang 

Urusan Pemerintahan 

Daerah Kabupaten/Kota

SEKRETARIAT

Kegiatan Kegiatan

Administrasi Keuangan 

Perangkat Daerah

Terlaksananya Administrasi 

Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan Sub Kegiatan

25% 50% 75% 100% Penyediaan Gaji dan 

Tunjangan ASN

Tersedianya Gaji dan Tunjangan 

ASN

Jumlah Orang yang Menerima Gaji 

dan Tunjangan ASN

45 

Orang/bulan

Pembayaran gaji dan tunjangan ASN bulan 

Januari s.d. Desember 2023

4.696.682.305      

Kegiatan Kegiatan

Administrasi Umum 

Perangkat Daerah

Terlaksananya Administrasi 

Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan Sub Kegiatan

25% 50% 75% 100% Penyediaan Komponen

Instalasi Listrik/ 

Penerangan

Bangunan Kantor

Tersedianya Komponen Instalasi 

Listrik/Penerangan Bangunan 

Kantor

Jumlah Paket Komponen Instalasi 

Listrik/ Penerangan Bangunan 

Kantor yang Disediakan

1 Paket Pembelian dan pemasangan komponen 

instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

5.500.000             

25% 50% 75% 100% Penyediaan Bahan Logistik 

Kantor
Tersedianya Bahan Logistik Kantor

Jumlah Paket Bahan Logistik 

Kantor yang Disediakan

1 Paket Pembelian alat tulis kantor, kertas dan cover, 

serta bahan komputer

17.000.000           

25% 50% 75% 100% Penyediaan Barang Cetakan 

dan Penggandaan

Tersedianya Barang Cetakan dan 

Penggandaan

Jumlah Paket Barang Cetakan dan 

Penggandaan yang Disediakan

1 Paket Pembayaran cetakan dan penggandaan 13.999.800           

25% 50% 75% 100% Fasilitasi Kunjungan Tamu Terlaksananya Fasilitasi 

Kunjungan Tamu

Jumlah Laporan Fasilitasi 

Kunjungan Tamu

24 Laporan Pembelian makanan dan minuman harian, 

rapat, dan tamu

23.650.000           

25% 50% 75% 100% Penyelenggaraan Rapat 

Koordinasi dan Konsultasi 

SKPD

Terlaksananya Penyelenggaraan          

Rapat Koordinasi dan Konsultasi 

SKPD

Jumlah Laporan Penyelenggaraan 

Rapat Koordinasi dan Konsultasi

SKPD

25 Laporan Koordinasi dan konsultasi luar daerah 50.215.500           

Kegiatan Kegiatan

Penyediaan Jasa 

Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah

Tersedianya Jasa Penunjang 

Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan Sub Kegiatan

25% 50% 75% 100% Penyediaan Jasa 

Komunikasi, Sumber Daya 

Air dan Listrik

Tersedianya Jasa Komunikasi, 

Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa

Komunikasi, Sumber Daya Air dan 

Listrik yang Disediakan

36 Laporan Pembayaran biaya telepon, internet, air dan 

listrik kantor gedung Bappeda

98.960.000           

25% 50% 75% 100% Penyediaan Jasa Peralatan 

dan Perlengkapan Kantor

Tersedianya Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 

Peralatan dan Perlengkapan Kantor 

yang Disediakan

12 Laporan Pembayaran jasa pemeliharaan CCTV, mebel, 

AC, personal computer, dan printer

18.283.000           

25% 50% 75% 100% Penyediaan Jasa Pelayanan 

Umum Kantor

Tersedianya Jasa Pelayanan Umum 

Kantor

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa

Pelayanan Umum Kantor yang 

Disediakan

12 Laporan - Pembelian perabot kantor, natura dan 

pakan-pakan

- Pembayaran jasa tenaga administrasi, 

tenaga kebersihan, tenaga keamanan, supir, 

dan kebersihan

- Pembayaran uang lembur dan uang makan

430.999.150         

Kegiatan Kegiatan

Pemeliharaan Barang 

Milik Daerah Penunjang 

Urusan Pemerintahan 

Daerah

Terpeliharanya Barang Milik 

Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan Sub Kegiatan

25% 50% 75% 100% Penyediaan Jasa

Pemeliharaan, Biaya

Pemeliharaan, Pajak dan

Perizinan Kendaraan Dinas

Operasional atau Lapangan

Tersedianyan Jasa Pemeliharaan, 

Biaya Pemeliharaan, Pajak dan 

Perizinan Kendaraan Dinas

Operasional atau Lapangan

Jumlah Kendaraan Dinas

Operasional atau

Lapangan yang Dipelihara

dan dibayarkan Pajak dan

Perizinannya

35 Unit - Pembelian bahan bakar dan pelumas, serta 

isi tabung gas

- Pembayaran pajak, bea, dan perizinan 

kendaraan roda 4 dan roda 2

- Pemeliharaan/servis kendaraan roda 4 dan 

roda 2

124.100.000         

25% 50% 75% 100% Pemeliharaan/Rehabilitasi

Gedung Kantor dan

Bangunan Lainnya

Terlaksananya              

Pemeliharaan/Rehabilitasi

Gedung Kantor dan Bangunan 

Lainnya

Jumlah Gedung Kantor

dan Bangunan Lainnya

yang

Dipelihara/Direhabilitasi

1 Unit Pemeliharaan/rehabilitasi rutin gedung 

Bappeda

58.500.800           

4

TARGET INDIKATOR 

KINERJA SASARAN 

PROGRAM & SUB 

KEGIATAN

SASARAN KEGIATAN/SUB 

KEGIATAN
RENCANA AKSI

12

PROGRAM DAN KEGIATAN

RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN 2023

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

NO. SASARAN

INDIKATOR 

KINERJA 

PROGRAM

INDIKATOR KINERJA SUB 

KEGIATAN

TARGET 

KEGIATAN
 ANGGARAN PENANGGUNG JAWAB KETERANGAN

JADWAL KEGIATAN

TW I TW 2 TW 3 TW 4

Meningkatnya 

perencanaan, 

pelayanan 

administrasi, 

sarana prasarana 

Perangkat Daerah



1. Persentase 

penyusunan 

dokumen 

perencanaan 

pembangunan 

daerah yang tepat 

waktu 

25% 50% 75% 100%

25% 45% 70% 95%

Kegiatan Kegiatan

Penyusunan Perencanaan 

dan Pendanaan

Tersusunnya Dokumen 

Perencanaan Pembangunan 

Daerah
Sub Kegiatan Sub Kegiatan

25% 50% 75% 100% Koordinasi Penyusunan dan 

Penetapan Dokumen 

Perencanaan Pembangunan 

Daerah Kabupaten/Kota

Ditetapkannya Dokumen 

Perencanaan Pembangunan Daerah 

Kabupaten/Kota

Jumlah Dokumen Perencanaan

Pembangunan Daerah 

Kabupaten/Kota yang Ditetapkan 

(RPJPD/RPJMD/RKPD)

6 Dokumen - Penyusunan SK Tim

- Musrenbang RKPD Kecamatan dan 

Kabupaten

- Verifikasi Perubahan Renja 2023 dan Renja 

2024

- Pembuatan Video PPD

- Penyusunan RKPD Perubahan 2023

- Penyusunan RKPD 2024

- Penyusunan Ranwal RKPD 2025

- Penyusunan Ranwal RPJPD

- Penyusunan Evaluasi RPJPD

- Pelaksanaan rapat-rapat koordinasi

- Koordinasi/konsultasi luar dan dalam 

daerah

416.453.600         

Kegiatan Kegiatan

Analisis Data dan 

Informasi Pemerintahan 

Daerah Bidang 

Perencanaan 

Pembangunan Daerah

Tersusunnya Analisis Data dan 

Informasi Pemerintah Daerah 

Bidang Perencanaan 

Pembangunan Daerah

Sub Kegiatan Sub Kegiatan

25% 50% 75% 100% Penyusunan Profil 

Pembangunan Daerah 

Kabupaten/Kota

Tersusunnya Dokumen Profil    

Pembangunan Daerah 

Kabupaten/Kota

Jumlah Buku Profil Pembangunan 

Daerah yang Diterbitkan

6 Buku - SDI

- Informasi Pembangunan Daerah

- Data Pokok, Capaian IKPD, dan Laporan 

Evaluasi Triwulanan

- E-Database

- Pelaksanaan rapat-rapat koordinasi

- Koordinasi/konsultasi luar dan dalam 

daerah

81.465.600           

Kegiatan Kegiatan

Pengendalian, Evaluasi 

dan Pelaporan Bidang 

Perencanaan 

Pembangunan Daerah

Tersusunnya Perencanaan, 

Evaluasi Kinerja Pembangunan 

Daerah

Sub Kegiatan Sub Kegiatan

25% 50% 75% 100% Monitoring Evaluasi dan 

Penyusunan Laporan 

Berkala Pelaksanaan 

Pembangunan Daerah

Tersusunnya Laporan Hasil 

Monitoring dan Evaluasi Berkala   

Pelaksanaan Pembangunan Daerah

Jumlah Laporan Hasil Evaluasi 

Kinerja Pembangunan Daerah

3 Laporan - Sapa Warga

- Monev Renja PD

- Pelaksanaan rapat-rapat koordinasi

- Koordinasi/konsultasi luar dan dalam 

daerah

575.944.140         

2. Persentase 

tersusunnya 

laporan evaluasi 

pembangunan 

daerah tepat 

waktu

Meningkatnya 

perencanaan, 

Pengendalian dan 

Evaluasi 

Pembangunan 

Daerah

2. BIDANG PEIPDProgram Perencanaan, 

Pengendalian dan Evaluasi 

Pembangunan Daerah



1. Tingkat 

konsistensi 

kegiatan rencana 

kerja perangkat 

daerah terhadap 

renstra perangkat 

daerah sub bidang 

pembangunan 

manusia

25% 45% 70% 90%

2. Tingkat 

konsistensi 

kegiatan rencana 

kerja perangkat 

daerah terhadap 

renstra perangkat 

daerah sub bidang 

pemerintahan dan 

kesejahteraan 

rakyat

25% 45% 70% 90%

Kegiatan Kegiatan

Koordinasi Perencanaan 

Bidang Pemerintahan dan 

Pembangunan Manusia

Tersusunnya Kesesuaian dan 

Konsistensi Perencanaan Bidang 

Pemerintahan dan Pembangunan 

Manusia dengan dokumen 

perencanaan lainnya

BIDANG PPMP

Sub Kegiatan Sub Kegiatan

25% 50% 75% 100% Koordinasi Penyusunan 

Dokumen Perencanaan 

Pembangunan Daerah 

Bidang Pemerintahan 

(RPJPD, RPJMD dan RKPD)

Terkoodinirnya Penyusunan 

Dokumen Perencanaan 

Pembangunan Daerah Bidang 

Pemerintahan

(RPJPD, RPJMD dan RKPD) yang  

sesuai dengan ketentuan

Jumlah Dokumen Perencanaan

Pembangunan Daerah Bidang 

Pemerintahan yang Dikoordinir

Penyusunannya (RPJPD, RPJMD 

dan RKPD)

1 Dokumen - Penyusunan SK Tim

- Penyusunan dokumen perencanaan 

pembangunan daerah bidang pemerintahan

- Rakor Smart City, Kawasan Pedesaan, 

TKPKD, TMMD, dan Karya Bhakti

- Koordinasi/konsultasi luar dan dalam 

daerah

50.726.800           

25% 50% 75% 100% Pelaksanaan Monitoring 

dan Evaluasi Penyusunan 

Dokumen Perencanaan 

Pembangunan Perangkat 

Daerah Bidang 

Pemerintahan

Terlaksananya Monitoring dan 

Evaluasi dalam Penyusunan 

Dokumen Perencanaan 

Pembangunan, pelaksanaan 

pembangunan, dan pelaporan 

Perangkat Daerah Bidang

Pemerintahan

Jumlah Laporan Monitoring dan 

Evaluasi Penyusunan Dokumen

Perencanaan Pembangunan 

Perangkat Daerah Bidang 

Pemerintahan

1 Laporan - Monev Kawasan Pedesaan

- Monev Satu Perangkat Daerah Satu Desa 

Dampingan

- Koordinasi/konsultasi luar dan dalam 

daerah

10.000.000           

25% 50% 75% 100% Koordinasi Penyusunan 

Dokumen Perencanaan 

Pembangunan Daerah 

Bidang Pembangunan 

Manusia (RPJPD, RPJMD 

dan RKPD)

Terkoordinirnya Penyusunan 

Dokumen Perencanaan 

Pembangunan Daerah Bidang 

Pembangunan Manusia (RPJPD, 

RPJMD dan RKPD) yang sesuai 

dengan ketentuan

Jumlah Dokumen Perencanaan

Pembangunan Daerah Bidang 

Pembangunan Manusia yang 

Dikoordinir Penyusunannya 

(RPJPD, RPJMD dan RKPD)

4 Dokumen - Penyusunan Laporan Pelaksanaan Aksi 

Konvergensi Stunting Tahun 2022

- Penyusunan Laporan Pelaksanaan RAD 

Penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS)

- Rakor Penyusunan Laporan Tahunan Aksi 

Konvergensi Stunting

- Sosialisasi Perbup RAD PG 2023

- Penyusunan Dokumen Tatanan Kabupaten 

Sehat

- Penyusunan Laporan SDGs Tahun 2022

- Penyusunan Perbup RAD Pangan dan Gizi

- Penyusunan RAD Pangan dan Gizi

- Rapat-rapat koordinasi sub bidang 

pembangunan manusia (PPPA, 

Kependudukan, Sosial, Kesehatan, Pusip)

- Koordinasi/konsultasi luar dan dalam 

daerah dalam rangka pelaksanaan kegiatan 

urusan perencanaan bidang pembangunan 

manusia

55.726.800           

25% 50% 75% 100% Pelaksanaan Monitoring 

dan Evaluasi Penyusunan 

Dokumen Perencanaan 

Pembangunan Perangkat 

Daerah Bidang 

Pembangunan Manusia

Terlaksananya Monitoring dan 

Evaluasi dalam Penyusunan 

Dokumen Perencanaan 

Pembangunan, pelaksanaan 

pembangunan, dan pelaporan 

capaian pembangunan        

Perangkat Daerah Bidang

Pembangunan Manusia

Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan 

Monitoring dan Evaluasi 

Penyusunan Dokumen 

Perencanaan Pembangunan 

Perangkat Daerah Bidang 

Pembangunan Manusia

1 Laporan - Rakor Pemantauan Best Practice SDGs 

Tahun 2023

- Rakor Pemantauan Pelaksanaan Kabupaten 

Sehat

- Rakor Pemantauan Pelaksanaan RAD 

Penanganan ATS Tahun 2023

- Rakor Pengisian Matriks Capaian Indikator 

SDGs Semester 1 Tahun 2023

10.000.000           

3 Meningkatnya 

Koordinasi

dan Sinkronisasi

Perencanaan

Pembangunan 

Daerah 

Program Koordinasi dan 

Sinkronisasi Perencanaan 

Pembangunan Daerah

BIDANG PPMP DAN 

PESDAI



3. Tingkat 

konsistensi 

kegiatan rencana 

kerja perangkat 

daerah terhadap 

renstra perangkat 

daerah sub bidang 

Perekonomian 

dan Sumber Daya 

Alam (SDA)

25% 45% 70% 90%

4. Tingkat 

konsistensi 

kegiatan rencana 

kerja perangkat 

daerah terhadap 

renstra perangkat 

daerah sub bidang 

infrastruktur dan 

kewilayahan

25% 45% 70% 90%

Kegiatan Kegiatan

Koordinasi Perencanaan 

Bidang Perekonomian dan 

SDA (Sumber Daya Alam)

Terkordinirnya Penyusunan 

Dokumen Perencanaan 

Pembangunan Daerah Bidang 

SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

Sub Kegiatan Sub Kegiatan

25% 50% 75% 100% Koordinasi Penyusunan 

Dokumen Perencanaan 

Pembangunan Daerah 

Bidang Perekonomian 

(RPJPD, RPJMD dan RKPD)

Terkordinirnya Penyusunan 

Dokumen Perencanaan 

Pembangunan Daerah Bidang 

Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan 

RKPD)

Jumlah Dokumen Perencanaan

Pembangunan Daerah Bidang 

Perekonomian yang Dikoordinir 

Penyusunannya (RPJPD, RPJMD 

dan RKPD)

4 Dokumen - Pelatihan Pengembangan Klaster

- Rakor Klaster Batik dan Kerajinan

- Rakor Klaster Kopi

- Rakor Klaster Makanan Ringan

- Penyusunan Dokumen Kajian 

Pengembangan Ekonomi Lokal

- Koordinasi Klaster Hortikultura

- Koordinasi Klaster Pariwisata

- Koordinasi dan Fasilitasi Klaster Batik dan 

Kerajinan

- Koordinasi terkait Marketplace dan 

Digitalisasi Produk UMKM

- Koordinasi Pengembangan Ekonomi Lokal

- Pembayaran jasa tenaga administrasi dan 

jasa tenaga ahli

- Koordinasi/konsultasi luar dan dalam 

daerah dalam rangka pelaksanaan kegiatan 

urusan perencanaan bidang perekonomian

55.726.800           

25% 50% 75% 100% Pelaksanaan Monitoring

dan Evaluasi Penyusunan

Dokumen Perencanaan

Pembangunan Perangkat

Daerah Bidang

Perekonomian

Tersusunnya Laporan Hasil 

Monitoring dan Evaluasi   Berkala 

Pelaksanaan Pembangunan Daerah

Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan 

Monitoring dan Evaluasi 

Penyusunan Dokumen 

Perencanaan Pembangunan 

Perangkat Daerah Bidang 

Perekonomian

1 Laporan - Konsultasi klaster batik dan kerajian

- Konsultasi marketplace IKI pasar

- Koordinasi pengembangan 5 klaster

- Koordinasi pengembangan desa wisata

- Replikasi batik dan kerajinan ke Balai Besar 

Batik Provinsi DIY

10.000.000           

25% 50% 75% 100% Koordinasi Penyusunan

Dokumen Perencanaan

Pembangunan Daerah

Bidang SDA (RPJPD,

RPJMD dan RKPD)

Terkordinirnya Penyusunan 

Dokumen Perencanaan 

Pembangunan Daerah Bidang SDA 

(RPJPD, RPJMD dan RKPD)

Jumlah Dokumen Perencanaan

Pembangunan Daerah Bidang SDA 

yang Dikoordinir Penyusunannya 

(RPJPD, 

RPJMD dan RKPD)

1 Dokumen - Forum Rembug MPIG Ikan Uceng, Kopi 

Arabika Java Sindoro-Sumbing, Kopi 

Robusta, dan Tembakau Srinthil

- Koordinasi antarkelompok hortikultura

- Koordinasi antar petani panili

- Seminar Potensi SDA

- Koordinasi HKI Ayam Cemani dengan 

Kemenkumham Provinsi Jateng

- Koordinasi Kekayaan Intelektual dan 

Indikasi Geografis SDA ke Provinsi

- Koordinasi potensi ekspor produk SDA 

dengan FTA Semarang

- Menghadiri undangan Kemenkumham 

terkait kelembagaan MPIG

- Monitoring MPIG Ikan Uceng, Kopi Arabika 

Java Sindoro-Sumbing, Kopi Robusta, dan 

Tembakau Srinthil

30.000.000           

3 Meningkatnya 

Koordinasi

dan Sinkronisasi

Perencanaan

Pembangunan 

Daerah 

BIDANG PESDAIProgram Koordinasi dan 

Sinkronisasi Perencanaan 

Pembangunan Daerah



Kegiatan Kegiatan

Koordinasi Perencanaan 

Bidang Infrastruktur dan 

Kewilayahan

Tersusunnya Perencanaan Bidang 

Infrastruktur dan Kewilayahan

Sub Kegiatan Sub Kegiatan

25% 50% 75% 100% Koordinasi Penyusunan

Dokumen Perencanaan

Pembangunan Daerah

Bidang Infrastruktur 

(RPJPD, RPJMD dan RKPD)

Terkordinirnya Penyusunan 

Dokumen Perencanaan 

Pembangunan Daerah Bidang 

Infrastruktur (RPJPD. RPJMD dan 

RKPD)

Jumlah Dokumen Perencanaan

Pembangunan Daerah Bidang 

Infrastruktur yang Dikoordinir

Penyusunannya (RPJPD, 

RPJMD dan RKPD)

1 Dokumen - Koordinasi dan fasilitasi Dokumen Profil 

Sanitasi, Dokumen Profil PAMSIMAS, dan 

Kajian Sistem Transportasi

- Koordinasi BP3 Jawa III Kementerian PUPR 

(Koordinasi Pembentukan Forum PKP, 

Finalisasi Data dan Program Rencana Kerja 

Pokja PKP Prov dan Kab)

- Koordinasi BPPW Jateng (Sosialisasi PKP, 

FGD Penyusunan Data Profil Kawasan 

Pemukiman)

- Koordinasi BPPW Jateng (Updating Usulan 

RPJIM di SISPKP, Sinkronisasi Usulan Pusat 

dan Daerah Bidang Pemukiman)

- Koordinasi dan survei lokasi usulan 

Musrenbang Kecamatan bidang infrastruktur

24.988.000           

25% 50% 75% 100% Pelaksanaan Monitoring

dan Evaluasi Penyusunan

Dokumen Perencanaan

Pembangunan Perangkat

Daerah Bidang

Infrastruktur

Terlaksananya Monitoring dan 

Evaluasi Penyusunan Dokumen 

Perencanaan Pembangunan      

Perangkat Daerah Bidang

Infrastruktur

Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan 

Monitoring dan Evaluasi 

Penyusunan Dokumen 

Perencanaan Pembangunan 

Perangkat Daerah Bidang

Infrastruktur

1 Laporan - Rapat Evaluasi Capaian Air Minum dan 

Sanitasi

- Rapat Kegiatan Pamsimas (Sosialisasi 

dengan Desa Penerima Program Pamsimas TA 

2023, Rakor Evaluasi dan Pengelolaan 

Pamsimas Pasca Konstruksi)

- Koordinasi dengan DISPERKIM Provinsi 

Jateng (Sosialisasi Kebijakan Bidang 

Perumahan TA 2023, Sinkronisasi dan 

Koordinasi data PKP Jateng, dan Desk 

Capaian Air Minum dan Sanitasi TA 2022)

- Monitoring Pamsimas TA 2023

- Monitoring Program Sandes, Sanitasi 

Reguler, dan TPS3R

- Pelaksanaan Uji Fungsi Kegiatan Pamsimas 

TA 2023

35.726.800           

1. Persentase 

pemanfaatan hasil 

penelitian dan 

pengkajian

25% 50% 75% 100%

2. Persentase 

inovasi daerah 

yang 

dikembangkan

Kegiatan Kegiatan

Penelitian dan 

Pengembangan Bidang 

Penyelenggaraan 

Pemerintahan dan 

Pengkajian Peraturan

Tersusunnya Perencanaan, 

Kebijakan di Bidang Peraturan 

Pemerintahan

Sub Kegiatan Sub Kegiatan

25% 50% 75% 100% Fasilitasi, Pelaksanaan dan 

Evaluasi Penelitian dan 

Pengembangan Bidang 

Pemerintahan Umum

Terlaksananya Fasilitasi, 

Pelaksanaan dan Evaluasi 

Penelitian dan Pengembangan 

Bidang Pemerintahan Umum

Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan 

Fasilitasi, Pelaksanaan dan 

Evaluasi

Penelitian dan Pengembangan 

Bidang Pemerintahan Umum

3 Laporan - Penyusunan SK Tim

- Rapat-rapat koordinasi

- Penandatanganan SPK dengan tenaga ahli 

dan penyusunan indeks indikator kinerja 

utama pembangunan daerah

- Rapat-rapat koordinasi

- Koordinasi/konsultasi luar dan dalam 

daerah

30.000.000           

25% 50% 75% 100% Pengelolaan Data 

Kelitbangan dan Peraturan

Tersedianya Data Kelitbangan dan 

Peraturan Kelitbangan yang 

informatif dan akuntabel

Jumlah Data Kelitbangan dan 

Peraturan yang Terkelola dengan 

Baik

5 Laporan - Penyusunan SK Tim

- Penandatanganan SPK dengan tenaga ahli

- Penyusunan Indeks Daya Saing Daerah 

(IDSD)

- Indeks Inovasi Daerah

- Rapat-rapat koordinasi

- Koordinasi/konsultasi luar dan dalam 

66.477.600           

Kegiatan Kegiatan

Penelitian dan 

Pengembangan Bidang 

Sosial dan Kependudukan

Tersusunnya Perencanaan dan 

Pemanfaatan IPTEK bidang sosial 

dan kependudukan yang inovatif 

serta mendukung pembangunan 

daerah

Sub Kegiatan Sub Kegiatan

25% 50% 75% 100% Penelitian dan 

Pengembangan Partisipasi 

Masyarakat

Terlaksananya Penelitian dan   

Pengembangan Partisipasi 

Masyarakat yang akuntabel dan 

inovatif

Jumlah Dokumen Hasil Penelitian 

dan Pengembangan Partisipasi 

Masyarakat

2 Dokumen - Pemetaan Daya Saing Daerah (PDSD)

- Rapat-rapat koordinasi

- Koordinasi/konsultasi luar dan dalam 

daerah

20.000.000           

2 Meningkatnya 

penelitian

dan 

pengembangan

3 Meningkatnya 

Koordinasi

dan Sinkronisasi

Perencanaan

Pembangunan 

Daerah 

BIDANG LITBANGProgram Penelitian dan 

Pengembangan Daerah



Kegiatan Kegiatan

Pengembangan Inovasi 

dan Teknologi

Terlaksananya Pengembangan 

IPTEK melalui Inovasi dan 

Teknologi yang inovatif dan 

mendukung pembangunan daerah

Sub Kegiatan Sub Kegiatan

25% 50% 75% 100% Penelitian, Pengembangan, 

dan Perekayasaan di Bidang 

Teknologi dan Inovasi

Terlaksananya Penelitian, 

Pengembangan, dan Perekayasaan 

di Bidang Teknologi dan Inovasi 

yang akuntabel dan inovatif

Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, 

Pengembangan, dan Perekayasaan 

di Bidang Teknologi dan Inovasi

3 Dokumen - Penyusunan SK Tim

- Penyelenggaraan Krenova

- Penyelenggaraan Susi Award

- Innovation Government Award (IGA)

- Rapat-rapat koordinasi

- Koordinasi/konsultasi luar dan dalam 

daerah

20.000.000           

2 Meningkatnya 

penelitian

dan 

pengembangan



Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah 4,5%

Management Resiko Indeks (MRI) Level 2

Indeks Inovasi Daerah Sangat Inovatif

Persentase Peyusunan Dokumen Perencanaan 

Pembangunan Daerah yang tepat waktu
100%

Persentase tersusunnya laporan evaluasi 

pembangunan daerah tepat waktu
95%

Tingkat konsistensi kegiatan Rencana Kerja 

Perangkat Daerah terhadap Renstra Perangkat 

Daerah Sub Bidang Pembangunan Manusia

90%

Tingkat konsistensi kegiatan Rencana Kerja 

Perangkat Daerah terhadap Renstra Perangkat 

Daerah Sub Bidang Pemerintahan dan 

Kesejahteraan Rakyat

90%

Tingkat konsistensi kegiatan rencana kerja 

perangkat daerah terhadap renstra perangkat 

daerah sub bidang ekonomi dan sumber daya 

alam

90%

Tingkat konsistensi kegiatan rencana kerja 

perangkat daerah terhadap renstra perangkat 

daerah sub bidang infrastruktur

90%

Persentase pemanfaatan hasil penelitian dan 

pengkajian 100%

Persentase  kreativitas dan inovasi daerah 

yang ditetapkan atau diimplementasikan 100%

NIP. 19740508 200312 1 008

KEPALA BAPPEDA 

DWI SUKARMEI, ST,MT

KABUPATEN TEMANGGUNG

1.

2. Meningkatnya kualitas perencaaan 

pembangunan, penelitian dan 

pengembangan

Meningkatnya kualitas perencanaan 

pembangunan  dan inovasi daerah

Pembina 

RENCANA KINERJA TAHUNAN

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH

KABUPATEN TEMANGGUNG

NO.
SASARAN PERANGKAT 

DAERAH/PROGRAM
TARGET

INDIKATOR  PERANGKAT 

DAERAH/PROGRAM

TAHUN : 2024



I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 5 6 7 8 9 10 12

Program Penunjang Urusan Pemerintahan 

Daerah Kabupaten/Kota

BIDANG PEIPD 

DAN 

SEKRETARIAT
Kegiatan

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi 

Kinerja Perangkat Daerah

150.000.000      BIDANG PEIPD

Sub Kegiatan 

Terlaksananya koordinasi dan konsultasi 

perencana serta terlaksananya 

kepesertaan dalam seminar nasional

12 bulan Koordinasi dan konsultasi perencana 

terkait pelaksanaan seminar nasional

Terlaksananya sinkronisasi perencana 

pembangunan daerah (SIPD, PEL, SDGs, 

Koordinasi Kemiskinan, PMG)

12 bulan Sinkronisasi perencana pembangunan 

daerah (SIPD, PEL, SDGs, Koordinasi 

Kemiskinan, PMG)

Kegiatan

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.246.252.898   SEKRETARIAT

Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN 14 bulan Pembayaran gaji dan tunjangan ASN

Terbayarnya tambahan penghasilan ASN 14 bulan Pembayaran tambahan penghasilan ASN

Kegiatan

Administrasi Umum Perangkat Daerah 105.122.900      SEKRETARIAT

Sub Kegiatan 

25% 55% 85% 100% Penyediaan Komponen Instalasi 

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Tersedianya komponen instalasi 

listrik/penerangan bangunan kantor

12 bulan Pembelian dan pemasangan komponen 

instalasi listrik/penerangan bangunan 

kantor

4.999.500          

25% 55% 85% 100% Penyediaan Bahan Logistik Kantor Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor 12 bulan Pembelian alat tulis kantor 20.317.500        

25% 55% 85% 100% Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya barang cetakan dan 

penggandaan

12 bulan Pembayaran cetakan dan penggandaan 14.999.900        

25% 55% 85% 100% Fasilitasi Kunjungan Tamu Tersedianya makan dan minum karyawan 

dan tamu

12 bulan Pembelian makanan dan minuman harian 

dan tamu

24.835.000        

25% 55% 85% 100% Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan 

Konsultasi SKPD

Tersedianya kegaitan koordinasi dan 

konsultasi luar daerah

12 bulan Koordinasi dan konsultasi luar daerah 39.971.000        

Kegiatan

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah

593.398.900      SEKRETARIAT

Sub Kegiatan

0% 0% 0% 0% Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya kegiatan koordinasi dan 

konsultasi dalam daerah

12 bulan Koordinasi dan konsultasi dalam daerah 1.990.000          

25% 55% 85% 100% Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air 

dan Listrik

Terbayarnya biaya telepon, internet, air 

dan listrik kantor gedung Bappeda

12 bulan Pembayaran biaya telepon, internet, air 

dan listrik kantor gedung Bappeda

119.600.000      

25% 55% 85% 100% Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan 

Kantor

Terpeliharanya peralatan perlengkapan 

gedung kantor agar tetap dalam kondisi 

baik

12 bulan Pembayaran penyediaan peralatan dan 

perlengkapan gedung kantor kantor

17.856.100        

Tersedianya alat dan bahan kebersihan 

kantor

12 bulan Pembelian alat dan bahan kebersihan 

kantor

Tersedianya honor tenaga Non ASN, 

lembur ASN dan Non ASN dan belanja 

transaksi keuangan

12 bulan Pembayaran honor tenaga Non ASN, 

lembur ASN dan Non ASN dan belanja 

transaksi keuangan

Tersedianya jasa pengamanan 

satpam/penjaga malam

12 bulan Terbayarnya honor satpam/penjaga 

malam

Kegiatan

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang 

Urusan Pemerintahan Daerah

103.033.000      SEKRETARIAT

Sub Kegiatan

Terpeliharanya kendaraan dinas agar 

tetap dalam kondisi baik

12 bulan

Tersedianya jasa pemeliharaan dan 

perizinan kendaraan dinas/operasional

12 bulan

Persentase 

penyusunan 

dokumen 

perencanaan 

pembangunan 

daerah yang tepat 

waktu

Program Perencanaan, Pengendalian dan 

Evaluasi Pembangunan Daerah

BIDANG PEIPD

 ANGGARAN 
PENANGGUNG

JAWAB

JADWAL KEGIATAN

KETERANGANTW I TW 2 TW 3 TW 4

EVALUASI DAN MONITORING RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TRIWULAN IV TAHUN 2022

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

NO. SASARAN

INDIKATOR 

KINERJA 

SASARAN

TARGET INDIKATOR 

KINERJA SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN
TARGET 

KEGIATAN
RENCANA AKSI

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan Pajak, dan Perizinan Kendaraan 

Dinas Operasional atau Lapangan

Service kendaraan dinas/operasional roda 

4 dan roda 2

103.033.000      

Meningkatnya 

kualitas 

perencanaan dan 

evaluasi, 

pembangunan 

daerah

1.

11

25% 55% 85% 100%

4

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN25% 55% 85%

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 453.952.800      

100% 4.246.252.898   

150.000.000      Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah0%

25% 55% 85% 100%

Tersedianya 

administrasi 

keuangan, umum 

dan jasa 

penunjang 

perangkat daerah 

(ex BAU)

100%60%5%



Kegiatan

Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan 322.148.000      

Sub Kegiatan

25% 55% 85% 100% Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan 

Pembangunan Daerah dengan Dokumen 

Kebijakan Lainnya

Terfasilitasinya perencanaan yang 

bersumber dari APBN, APBD Provinsi 

kepada Kabupaten dan APBD Kabupaten 

kepada desa

3 dokumen 1. Penyusunan SK Tim

2. Penyusunan laporan usulan DAK, 

Bankeu dan Bankeu desa

3. Pelaksanaan rapat-rapat koordinasi

4. Koordinasi dan konsultasi luar dan 

dalam daerah

45.716.000        

25% 55% 85% 100% Koordinasi Penyusunan dan Penetapan 

Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah 

Kabupaten/Kota

Tersusunnya dokumen perencanaan 

tahunan RKPD 2023, perubahan RKPD 

2022, rancangan awal RKPD 2024, dan 

program prioritas daerah 2018-2023

4 dokumen 1. Penyusunan SK Tim

2. Musrenbang RKPD Kecamatan dan 

Kabupaten

3. Forum PD

4. Penyusunan dokumen yaitu RKPD 

2023, perubahan RKPD 2022, dan 

rancangan awal RKPD 2024

4. Pelaksanaan rapat-rapat koordinasi

5. Koordinasi dan konsultasi luar dan 

dalam daerah

276.432.000      

Kegiatan

Analisis Data dan Informasi Pemerintahan 

Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan 

Daerah

116.432.000      

Sub Kegiatan

25% 55% 85% 100% Penyusunan Profil Pembangunan Daerah 

Kab/Kota

Terfasilitasinya SIPD, data pokok 

pembangunan, IKPD, SDI, e-database, 

dan informasi pembangunan daerah

12 bulan Fasilitasi SIPD, data pokok pembangunan, 

IKPD, SDI, e-database, dan informasi 

pembangunan daerah

65.716.000        

25% 55% 85% 100% Monitoring Evaluasi dan Penyusunan Laporan 

Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan 

kegiatan

12 bulan Pelaksanaan monitoring dan evaluasi 

pelaksanaan kegiatan

50.716.000        

Tersusunnya dokumen evaluasi RKPD 

2020 semester 2, evaluasi RKPD 2021 

semester 1 dan capaian kinerja RPJMD 

s.d. 2020

3 dokumen Penyusunan dokumen evaluasi RKPD 

2020 semester 2, evaluasi RKPD 2021 

semester 1 dan capaian kinerja RPJMD 

s.d. 2020

Tingkat 

konsistensi 

kegiatan rencana 

kerja perangkat 

daerah terhadap 

renstra perangkat 

daerah sub bidang 

pembangunan 

manusia

Program Koordinasi dan Sinkronisasi 

Perencanaan Pembangunan Daerah

BIDANG PPMP 

DAN PESDAI

Kegiatan

Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan 

dan Pembangunan Manusia

BIDANG PPMP

Sub Kegiatan

Terlaksananya koordinasi perencanaan 

pembangunan daerah bidang 

pemerintahan

12 bulan Pelaksanaan rapat-rapat koordinasi, 

koordinasi/konsultasi luar dan dalam 

daerah dalam rangka pelaksanaan 

kegiatan lingkup pemerintahan

Tersusunnya masterplan smart city 1 dokumen Penyusunan SK Tim, rapat koordinasi, 

penyusunan rapat koordinasi, 

penyusunan dokumen smart city

25% 55% 85% 100% Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi 

Penyusunan Dokumen Perencanaan 

Pembangunan Perangkat Daerah Bidang 

Pemerintahan

Terlaksananya monitoring dan evaluasi 

pembangunan daerah bidang 

pemerintahan

12 bulan Pelaksanaan rapat-rapat koordinasi, 

koordinasi/konsultasi luar dan dalam 

daerah dalam rangka pelaksanaan 

kegiatan monitoring dan evaluasi  lingkup 

pemerintahan

38.000.000        

Terlaksananya koordinasi perencanaan 

dan pemantauan penanggulangan 

kemiskinan

12 bulan Penyusunan SK Tim, rapat-rapat 

koordinasi, penyusunan L2KD, dan 

Koordinasi/konsultasi luar dan dalam 

daerah

Terlaksananya koordinasi perencanaan 

pembangunan daerah bidang 

pembangunan manusia

12 bulan Pelaksanaan rapat-rapat koordinasi, 

koordinasi/konsultasi luar dan dalam 

daerah dalam rangka pelaksanaan 

kegiatan lingkup bidang pembangunan 

manusia

Terlaksananya monitoring dan evaluasi 

pembangunan daerah bidang 

kesejahteraan masyarakat

12 bulan Pelaksanaan rapat-rapat koordinasi, 

koordinasi/konsultasi luar dan dalam 

daerah dalam rangka pelaksanaan 

kegiatan lingkup bidang kesejahteraan 

rakyat

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi 

Penyusunan Dokumen Perencanaan 

Pembangunan Perangkat Daerah Bidang 

Pembangunan Manusia

47.264.000        

Meningkatnya 

kualitas 

perencanaan dan 

evaluasi, 

pembangunan 

daerah

1.

25% 55% 85% 100%

25% 55% 85% 100% Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan 

Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan 

Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

101.432.000      

Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan 

Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan 

(RPJPD, RPJMD dan RKPD)

75.716.000        

25% 55% 85% 100%

Persentase 

tersusunnya 

laporan evaluasi 

pembangunan 

daerah tepat 

waktu

Tingkat 

konsistensi 

kegiatan rencana 

kerja perangkat 

daerah terhadap 

renstra perangkat 

daerah sub bidang 

pemerintahan 

dan kesejahteraan 

rakyat



Terlaksananya monitoring dan evaluasi 

pembangunan daerah bidang 

pembanunan manusia

12 bulan Pelaksanaan rapat-rapat koordinasi, 

koordinasi/konsultasi luar dan dalam 

daerah dalam rangka pelaksanaan 

kegiatan lingkup bisang pembangunan 

manusia

Terlaksananya pemantauan dan evaluasi 

RAD TPB dan SDGs

12 bulan Pelaksanaan rapat koordinasi 

penyusunan RAD TPG,/SDGs, rapat 

koordinasi dengan PD, laporan capaian 

SDGs persemester/laporan pemantauan 

dan monev SDGs laporan dan dokumen 

Draf RAD TPB/SDGs Kab TMG, capaian 

SDGs persemester/laporan pemantauan 

dan monev SDGs, buku capaian 

SDGs/laporan tahuna SDGs Kab. TMG 

tahun 2020 dan dokumen Draf RAD 

TPD/SDGs Kab.TMG

Tingkat 

konsistensi 

kegiatan rencana 

kerja perangkat 

daerah terhadap 

renstra perangkat 

daerah sub bidang 

Perekonomian 

dan Sumber Daya 

Alam (SDA)

Kegiatan

Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian 

dan SDA (Sumber Daya Alam)

BIDANG PESDAI

Sub Kegiatan

25% 55% 85% 100% Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan 

Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian 

(RPJPD, RPJMD dan RKPD)

Terlaksananya koordinasi perencanaan 

pembangunan daerah bidang 

perekonomian

12 bulan Pelaksanaan rapat-rapat koordinasi, 

koordinasi/konsultasi luar an dalam 

daerah dalam rangka pelaksanaan 

kegiatan lingkup sub bidang 

perekonomian 

100.716.000      

25% 55% 85% 100% Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi 

Penyusunan Dokumen Perencanaan

Pembangunan Perangkat Daerah Bidang

Perekonomian

Terlaksananya monitoring dan evaluasi 

pembangunan daerah bidang ekonomi 

kreatif

12 bulan Pelaksanaan rapat-rapat koordinasi, 

koordinasi/konsultasi luar dan dalam 

daerah dalam rangka pelaksanaan 

kegiatan monitoring dan evaluasi  lingkup 

perekonomian

25.000.000        

Kegiatan

Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur 

dan Kewilayahan

BIDANG PESDAI

Sub Kegiatan

Terlaksananya fasilitasi air minum

Terlaksananya kegiatan fasilitasi sanitasi

25% 55% 85% 100% Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi 

Penyusunan Dokumen Perencanaan 

Pembangunan Perangkat Daerah Bidang

Infrastruktur

Terlaksananya monitoring dan evaluasi 

pembangunan daerah bidang sub bidang 

infrastruktur

12 bulan Pelaksanaan rapat-rapat koordinasi, 

koordinasi/konsultasi luar dan dalam 

daerah dalam rangka pelaksanaan 

kegiatan lingkup sub infrastruktur

75.716.000        

Program Penelitian dan Pengembangan 

Daerah

BIDANG LITBANG

Kegiatan

Persentase 

pemanfaatan 

hasil penelitian 

dan pengkajian

Penelitian dan pengembangan bidang 

penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian 

peraturan

Sub Kegiatan

25% 55% 85% 100% Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian 

dan Pengembangan Bidang Pemerintahan 

Umum

Terlaksanannya perhitungan angka 

indeks IKU

8 indeks Penyusunan SK Tim, rapat-rapat 

koordinasi, penandatanganan SPK dengan 

tenaga ahli dan penyusunan indeks 

indikator kinerja utama pembangunan 

daerah

156.898.500      

25% 55% 85% 100% Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan Terfasilitasinya kegiatan kelitbangan 12 bulan Penyusunan SK Tim, rapat-rapat 

koordinasi, penandatanganan SPK dengan 

tenaga ahl, penyusunan Indeks Daya 

Saing Daerah (IDSD), Indeks inovasi 

daerah  serta konsultasi luar dan dalam 

daerah

100.986.300      

Kegiatan

25% 55% 85% 100% Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan 

Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, 

RPJMD dan RKPD)

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi 

Penyusunan Dokumen Perencanaan 

Pembangunan Perangkat Daerah Bidang 

Pembangunan Manusia

47.264.000        

Terlaksananya koordinasi perencanaan 

pembangunan daerah bidang sumber 

daya alam

12 bulan Pelaksanaan rapat-rapat koordinasi, 

koordinasi/konsultasi luar an dalam 

daerah dalam rangka pelaksanaan 

kegiatan lingkup sub bidang SDA

50.000.000        

Persentase 

inovasi daerah 

yang 

dikembangkan

85% 100% Pelaksanaan rapat-rapat koordinasi, 

koordinasi/konsultasi luar dan dalam 

daerah dalam rangka pelaksanaan 

kegiatan lingkup sub infrastruktur

12 bulan

2 Meningkatnya 

implementasi 

hasil kelitbangan

Persentase 

pemanfaatan 

hasil kelitbangan

Tingkat 

konsistensi 

kegiatan rencana 

kerja perangkat 

daerah terhadap 

renstra perangkat 

daerah sub bidang 

infrastruktur dan 

kewilayahan

Meningkatnya 

kualitas 

perencanaan dan 

evaluasi, 

pembangunan 

daerah

1.

Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan 

Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur 

(RPJPD, RPJMD dan RKPD)

25% 55%

25% 55% 85% 100%

Tingkat 

konsistensi 

kegiatan rencana 

kerja perangkat 

daerah terhadap 

renstra perangkat 

daerah sub bidang 

pemerintahan 

dan kesejahteraan 

rakyat

75.716.000        



Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan 

Kependudukan

Sub Kegiatan

25% 55% 85% 100% Penelitian dan Pengembangan Partisipasi 

Masyarakat

30.000.000        

Kegiatan

Pengembangan Inovasi dan Teknologi

Sub Kegiatan

25% 55% 85% 100% Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di 

Bidang Teknologi dan Inovasi

Jumlah krenova masyarakat terjaring 20 karya Penyusunan SK Tim, rapat-rapat 

koordinasi, pelaksanaan penjurian 

Krenova masyarakat

29.999.800        

Keterangan:

= Proses

= Terlaksana

= Belum Terlaksana

Persentase 

inovasi daerah 

yang 

dikembangkan

2 Meningkatnya 

implementasi 

hasil kelitbangan
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N O T U L E N 

KEGIATAN 

Hari/Tanggal : Jumat, 30 Desember 2023 

Waktu : 08.30 WIB – selesai 

Tempat : Ruang Kepala Bappeda Kabupaten Temanggung 

Acara : Reviu Rencana Aksi Triwulan I s.d. Triwulan IV Tahun 

2022 

 

PIMPINAN KEGIATAN 

Pembina Rapat : Kepala Bappeda Kabupaten Temanggung 

Peserta Rapat : 1. Sekretaris Bappeda 

  2. Seluruh Kabid Bappeda 

  3. Seluruh Kasubbid Bappeda 

  4. Perencana Ahli Muda Sub Koordinator Perencanaan 

 

PEMBAHASAN 

1. Semua sub kegiatan triwulan I terlaksana dan tercapai sesuai dengan 

target indikator kinerja sasaran yang sebagaian besar target pada 

triwulan I sebesar 25%. Sub kegiatan yang belum terlaksana meliputi 

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 

karena sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat di-refocusing. 

2. Semua sub kegiatan triwulan II terlaksana dan tercapai sesuai dengan 

target indikator kinerja sasaran yang sebagaian besar target sampai 

dengan triwulan II sebesar 55%. Sub kegiatan yang belum terlaksana 

meliputi Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dan Penyediaan Jasa Surat 

Menyurat karena sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat di-

refocusing. 

http://www.bappeda.temanggungkab.go.id/


3. Semua sub kegiatan triwulan III terlaksana dan tercapai sesuai dengan 

target indikator kinerja sasaran yang sebagaian besar target sampai 

dengan triwulan III sebesar 85%. Sub kegiatan yang belum terlaksana 

adalah Penyediaan Jasa Surat Menyurat karena sub kegiatan Penyediaan 

Jasa Surat Menyurat di-refocusing. 

4. Semua sub kegiatan triwulan IV terlaksana dan tercapai sesuai dengan 

target indikator kinerja sasaran yang sebagaian besar target sampai 

dengan triwulan IV sebesar 100%. Sub kegiatan yang belum terlaksana 

adalah Penyediaan Jasa Surat Menyurat karena sub kegiatan Penyediaan 

Jasa Surat Menyurat di-refocusing. 

5. Program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikator kegiatan, target 

kegiatan, dan anggaran dalam Matriks Rencana Aksi bersumber dari 

Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Bappeda Tahun 2022 

sebagaimana terlampir. 
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